GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/608/11.02/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2011-2031

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-
2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
peraturan daerah lainnya,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun
2011-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

12.Peraturan Menrteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daereh,;

13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor O1 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

NOo kWD

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011-2031.

Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji
Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Mesuji
Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disampaikan kepada Pemerintah dan Gubernur paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal .- ‘e cagier i

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Menteri Koordinator Bidang Perekcnomian di Jakarta; SJACHROEDIN Z.P.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Menteri Negara PPN /Kepala Bappenas di Jakarta;

Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;

Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;

Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;

Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.



LAMPIRAN
NOMOR

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/608/I1.02/HK/2012

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MESUJI 2011-2031

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

No. | MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA KETERANGAN
1 Diktum Menimbang c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan | Diktum menimbang
Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor | huruf ¢  dan d
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disempurnakan
perlu menetapkan Peraturan Daerah
enjabars ; tentang RTRW Kabupaten Mesuji; dan
Kebupatenidan d. bahwa berdasarkan pertimbangan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dan ¢, perlu menetapkan Rencana Tata
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun
Kabupaten Mesuji dengan Peraturan Daerah; 2011-2031 dengan Peraturan Daerah; ]
2 Dasar Hukum | 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang| 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 | Angka 9, 27, 38
Mengingat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran | disempurnakan.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
sebagaimana telah. terakhir dengan Undang- Republik Indonesia Nomor 4437)
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Nomor 4844); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); )
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang | 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ]

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah dirababh dengan

2007 tentang Tata  Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun Republik Indonesia Nomor 4696)
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
Republik Indonesia M mor 4814); 200  (Lembaran  Negara Republik




MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

Sumalera

S8 Peraturan Presiden Republde-dndonesta Nomor 15

Tentang Rencana Tata
(Lembaran Negara Repubhik
Tahun 2012 Nomor 31);

. Peraturan  Presiden Nomor 158 Tahun |

Indonesia

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

Indonesia Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan  Lembaran Negara Republil

Indonesta Nomor 48 14);

2012 Tentang Rencana Tata Runng Pulau
Sumatera  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

19 Undane-Undang Nomer 39 Fahun 2009 Tentang
Kawasan—Ekenomi—Ikhusus—(Lembaran—Negara
Republik—Indenesia—Tahun—2009 Nomor—147,
Fambahan Lembaran—Negara—Republik Indonesia
Nomor 5066);

Angka 19 dihri'l;[ngT'an? |

Tahun 2011

39. Peraturan Presiden Republik<Indenesia Nomor 32
tentang Mastcerplan Perecpatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-

. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025.

Alwka 39
disempurnalcan

Ketentuan Umum

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian- Kesatu
Pengertian
Pasal |

So—awasan-perlanan-—mehputl persawahan-dan- lahan

Undang- und(m" Nomor 25 Tahun 2007
tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724):
Peraturan Presiden Nomor 13 lahun
2012 Tentang Rencana Taia Ruang Pulau
Sumatera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
Peraturan  Mentert Pekerjaan  Umum
Nomor 16/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten.

2. urntan disesuaikan

1. Penambahan dasar
Lhukum.

dengan hirarki
peraturan
perundang-
undaigail.

ul
&3}

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Kawasan peruntulkan pertanian adalah
kawasan  budidaya yvang  dialokasikan
dan memenuht kriterta untuk budidava
fanaman nanoan hm‘ii](llhl!l"rl

perkebunan, dan/atau peternakan.

KNawasan hutan produlesi  adalah

1. Judul bagian
cdihilangkan.

2. Pasal 1 angka 55
disempurmnakan
dan  penambealian
pengertian
lovarnaan hiitan

produlksi.

— &



MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

Ketentuan Umum

Pasal -2

RIFRW - —lsabupate n—Mesujt—disusun—sebagar —akat
operasionalisastpelaksanaan—pembansunan-—di-wiavah
KabupatenMesuji.

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

3

Pasal 3

RIRW abupaten-Mesuji—berfunest sebagais

a—pevusananrenecanapembangunanjangka panjang
duerahs

b permymsunan ——rencana
menengah-daeraly:

e pemadaastan —ruang dan—pengendahan-—pematantan
e lredl wilayed-kabupaten;

pembangunan— janslka

dperwijndmr— —heterpaduans—— keterkaitan. - —dan
Lesennhanonan nekeanbanosn——anabr——wilavah

kabupaten, scrta-keserasianantar-seltor;

| e penetapan lokasi dan funest ruangwatukinvestast,

Pasal 3 dihilanglém,
disesuaikan denan
ketentuan Peraturan
Menteri Pekerjaan
Umuni Nomor
16/PRT/M /2009
tentang Pedoman
Penyvusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah

KETERANGAN

lkawasan lhutan budidava vang o

memproduks: hastl huatan, keterianyva

Lkawasan peruntukan produkst terbatas

(memiliki faktor kemiringan lereng. jens

tanal, dan intensitas hujan dengan skor

125 hmgga 174).  kawasan  hutan

produkst tetap (memuiliki faktor

kemiringan lereng, jenis tanah. dan

ntensitas hujan  dengan skor  paling

besar 124), dan kawasan hutan produksi

yang dikonversi (memilik: {aktor

kemiringan lereng, jenis tanah, dan

intensitas hujan dengan skor paling

besar 124, dan/atau kawasan jika

dikonversi  mampu  mempertahankan

daya dukung dan daya tampung

Iingkungan). o L -

B - Pasal 2 diliilanglan
disesuaikan dengan |
ketentuan Peraturan
Menteri Pekerjaan
‘ Uit Notnor
16/PRT/M/ 2009
tentang Pedoman
Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah

- Kabupaten. &

Kabupaten.



MATERI RAPERDA ‘

Ruang Lingkup

RUMUSAN RAPERDA

4

f—penataan-raans-kawasar-siratesis-kabupaten—dan

| s—penataan-raang-witavah kabupaten.
Bl Bagian-Ketiga
Ruang Lingkup
Paragraf -1
Ruang Lingkup Muatan
Pasal 4

RTRW Kabupaten Mesuji memuat:

a.

Tujuan, kebyakan, dan strategi penataan ruang
wilayah Kabupaten Mesuji;

b. Rencana struktur ruang;

. Rencana pola ruang;
1. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Mesun vang terdiri dart indikasi program utama
)1 2 | 124

jangka menengah lima tahunan; dan

Ketentuan  pengendalian  pemanfaatan  ruang
wilayah Kabupaten Mesuji yang berisi ketentuan
unuim  peraturan  zonasi, ketentuan perijinan,
ketentuan insentif dan disinsentil, scrta arahan
sanksi.

Paragraf-2 W
RuangLingkup-Wilayah-Perencanaan
Pasal 5

H—Ltingkup—wilavah—perencanaan -——merupakan

daerah— dengain—batas —mane —ditentukan
berdasarkan—aspel-—admintstrat— neneakup
wilavah-daratans wilayabh-peravan. dan-wikah
et as

Wilavah perencanaan schagaimana  dimaksud

m
a.

meneneah lima tahunan: dan
Ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang
berisi  ketentuan umum  peraturan
zonast, ketentuan perijinan, ketentuan
msentil dan disinsentif, serta arahan
sanksi.

(1)

Pasal 5
Lingkup wilayah perencanann
mencakup scluruh ruang kebupaten
dengan batas  vang  ditentukan

berdasarkan aspek adimistrast yang
meliynitn raang daratan, dan ruang
perairan  sebagaimana  tergambar
dalam peta yang tercantum dalam

Lampuran_ T Peraturan

dacrah |

Pasal 5 ayvat (1) dan
ayat (3) serta
pengetikannva
discmpurnakan

|
|
|
|

RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERAN GAN
BAB II Bagian “Letign”
RUANG LINGKUP diubah menjadi BAB
I, dengan  adanya
Pasal 4 penambahan bab,
maka urutan  bab
Ruang lingkup RTRW Kabupaten Mesuji | selanjutnya
eliputi: menyesuaikan
Tujuan, kebijakan, dan  strategi
penataan ruang wilayah Kabupaten
Mesujt;
.Rencana struktur ruang;
. Rencana pola ruang;
. Penetapan kawasan strategis
kabupaten,
.Arahan  pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten  Mesuji yang  terdin  dari
indikasi program utama  jangka




0

No. ‘ MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERAN GAN
pada avat (1) meliputi: | merupalan bagian tidak terpisahkan | -
a. Kecamartan Wav Serdang: | dari peraturan dacrah mi.
b. Kecamatan Simpang Pemantang: (2) Wilavah perencanaan  sebagaimana
“ . Kecamatan Panca Jaya; dimaksud pada ayat (1) meliputi:
d. Kecamatan Tanjung Rava; a. Kecamatan Way Serdang;
¢. Kecamatan Mesut, b. Kecamatan Sunpang Pemantang;
f. Kecamatan Mcesuj Timur; dan ¢. Kecamatan Panca Jaya;
g. Kecamatan Rawgajitu Utara. d. Kecamatan Tanjung Raya;
(3) Batas-batas  wilavah Kabupaten Mesuji e. Kecamatan Mesujs,
meliputi: f. Kecamatan Mesuji Timur; dan
a. Scebelah utara berbatasan dengan g. Kecamatan Rawajitu Utara.
Kabupaten Ogan Komering IHir Provinsi| (3) Batas administrasi wilayah
Sumatera Selatan; Kabupaten Mesuji meliputi:
b. Sebhelah scelatan berbatasan dengan a. Schelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi | Kabupaten Ogan Komering llir|
Sumatera Selatan; Provins: Sumatera Sclatar;
| c. »ebelah SIRIRE: berbatasan dengan h. Sebelah Selatan berbatasan
1 Kecamatan Rawa  Jitu  Selatan dan dengan Kabupaten Ogan
Kecamatan  Penawar Tama  Kabupaten Komering lir Provinsi Sumatera
Tulane  Bawane. serta  Kecamatan Wav | Selatan;
Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; c. Sebelah Timur berbatasan dengan
dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kecamatan Penawar Tama
Ogan  Komering llir Provinst Sumatera Kabupaten Tulang Bawang, serta
Sclatan. Kecamatan Way Kenanga
(4) Luas wilayah admistrasi kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat;
kurang lebih 2,184 (dua ribu seratus delapan dan
puluh empat) Kim-. d. Sebhelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Ogan Komering [hr
Provinsi Sumatera Selatan.
() Luas wilaovah administrast kabupaten
Mesuji kurang lebih 2.184 (dua ribu
4}77 e R | seratus delapan puluh elapat) Kime-. -
6 hebija l(ia n ban Pasal 7 Pasal 7 | Pasal 7 avat (1]
!S(ralcgl

Hidehiakan —penataan—rtane—vdlasah ——Jkabupaten | (1) Untuk  mewujudkan  tyuan penataan | disempurnakan., :



http:Kerarnat.an
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MATERI RAPERDA

KETERAN GAN }

Prasarana Utama

(1) Rencana sistem jaringan prasarana utama
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan
transportasi darat.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jaringan jalan;

b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan
jalan;

c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan; dan

d. jaringan angkutan sungali,
penyeberangan (ASDP).

danau dan

No. RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN
Mesuji-mehlput: ruang secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 maka kebijakan penataan ruang
Dan seterusnya wilayah Kabupaten Mesuji meliputi:
- Dan seterusnya
= Jaringan Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11

(1) Rencana sistem jaringan prasarana
utama wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa
sistem jaringan transportasi meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;

dan
b. sistem jaringan perkeretaapian.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi
darat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan pelayanan lalu lintas dan
angkutan jalan;

c. jaringan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

d. jaringan angkutan sungai, danau
dan penyeberangan (ASDP).

(3) Rencana Sistem jaringan
perkerataapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa rencana
sistem jaringan rel Kereta Api fider
Simpang Pematang — Terbanggi Besar.

-

disempurnakan
dengan menambah
satu ayat baru yaitu
ayat (3)

N R

Pasal 12

(1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal i1 ayat (2) hurut a meliputi:
_a. jaringan jalan nasional;

Pasal 12

(1) Rencana jaringan jalan sebhagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a meliputi:

1. Pasal 12
disempurnakan
disesuaikan
dengan
SK.631/Kpts/M/

s



7

No.

MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Kelistrikan

Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf a meliputi:

a. pembangkit tenaga listrik bersumber dari
energi terbarukan;

b. jaringan  (ransmisi tenaga
distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu induk.

Rencana pembangkit tenaga listrik bersumber

dari energi terbarukan sebagaimana dimalend

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

listrikdan

a. Pembangkit—Listrik—Tenaga—Piesel {PLTD} |

(1)

(2)

bersumber

|
b. jaringan jalan provinsi; a. jaringan jalan nasional; 2009
c. jaringan jalan kabupaten; dan b. jaringan jalan provinsi, 2. Pasal 12 ayat (2) |
d. jembatan. c. jaringan jalan kabupaten; dan huruf b
(2) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana d. jembatan. disempurnakan
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi | (2) Rencana jaringan jalan nasional sesuaikan dengan
sebagai jalan arteri primer berupa jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan
menghubungkan Bandar Lampung dengan huruf a meliputi yang berfungsi Presiden Nomor
Palembang melalui SimpangPematang melalal sebagai jalan arteri primer berupa 13 Tahun 201
raas—jalanIcecamatan—Way—Serdang—Mesuji jalan yang menghubungkan Bandar | 3. Pasal 12 ayat (3)
Fimur—Simpang Pematang. Lampung dengan Palembang melalui disempurnakan
(3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana Pematang Panggang -  Simpang sesual Keputusan
dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi Pematang — Simpang Bujung Tenuk. Gubernur
sebagai berupa jalan kolektor primer 2,](3)Rencana jaringan jalan provinsi Lampung Nomor
meliputi: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) G/433.A/ 111.09/
a. pengembangan ruas jalan Simpang huruf b yang berfungsi sebagai jalan HK/2011.
Pematang — Wiralaga; dan kolektor primer 2, berupa
b. raas—jalan—Wiralaga—Mesuji-—Timur —Rawa pengembangan ruas jalan Simpang
Jitgdtara — Rawa—Jita—Teladas—Pasiran Pematang — Wiralaga.
Jaya. B .
g | Sistem Jaringan Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 |
Energi dan disempurnakan

Rencana sistem jaringan energi dan

kelistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
meliputi:

a. pembangkit tenaga listrik

bersumber dari energi terbarukan;
b. jaringan transmisi tenaga
listrikdan distribusi tenaga listrik;
dan
c. cardu induk.
Rencana pembangkit
dar1 energi

tenaga listrik
terbarukan




No. | MATERI RAPERDA J, RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN |
j m%ld\rme« cormatan M*%U]lw schagaimana dimaksud pada ayat (1) —-
| b, Pembangkic  lLastrik Tenaea Uap o (PLTU) Iruf a terdirt atas: |
\ Sumatera  Sclatan melavant Kecamatan a. Pembangkit Listrik  Tenaga Uap “

Simpang  Pematang, Kecamatan  Tanjung (PLTU) Sumatera Selatan melayvani
} Rayva dan Kecamatan Way Serdang; dan Kecamatan  Simpang  Pematang, \
‘w(3) Jaringan transnmisi tenaga listrik sebagaimana Kecamatan  Tanjung  Raya  dan ‘
dimaksud pada ayvat (1) huruf b berupa Kecamatan Way Serdang; dan |
Jjaringan Saluran Udara Tegangan Tinggt (SUTT) b. Pembangkit energi baru dan '

dengan kapasittas 150 kV Vertib terbaharukan yang tersebar

menghubungkan Kabupaten—Tulane Bawane diwilayah Kabupaten Mesuji. |

dengan kabupatenMesuji-—melalui- &C(-dﬂ%ﬂi—dﬁ (3) Jaringan transmisi dan distribusi

Mesuji —Timus— Recamatan—Wav—Serdang; tenaga listrik sebagaimana dimaksud
Keeamatan Simpang Pematang—dan-eecamatan pada ayat (1) huruf b meliputi |

Tanjung Rava-densan preduksilistrids-dari-PEN a. Jarimgan Saluran Udara Tegangan

| vantg—diahirkan kegarinean—adalah sebesar—1,2 ckstra Tinggt (SUTET) dengan
“ MegaWaw; dan kapasitas 500 kV; | ’
(4} Gardu induk scbagaimana dimaksud pada avat b. Jarmgan Saluran Udara Tegangan |
(1) hurut ¢ berada di Kampung Simpang nggl (SUTT)  dengan  kapasitas \

‘ Pematang Kecamatan Simpang Pematang. 150 kV; dan

| c. Distribusi jarmean Tegangan

Mcnengah dan Rendah (SUTM/R)

dengan kapasitas 20 kV /220 Volt.

(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ berada di

ampung Simpang Pcmatang

R B _ e Kecamatan Simpang Pematang. | -

9 Sistem Jaringan ﬁ Pasal 17 Pasal 17 | Pasal 17 « avat 6)
Prasarana Wilayah (1) Rencana  sistem  jaringan  prasarana  wilayah | (1) Rencana  sistem jaringan  prasarana | huraf ¢ dihilangkan.
Lainnya lamnyva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wilayah lainnya schagaimana (

huruf d meliputi: dimaksud dalam Pasal 13 huruf d |
a. sistem jaringan persampahan; meliputi: ‘
! bh. sistem air minum; a. sistem jaringan persampahan:
| ‘\ ¢. sistem pengelolaan anr hmbah; ’ b sistem air minum; \
! | . sistem dramease; dan | c. sistem pengelolaan air imbaly; |
e jalur dan ruang evakuasi bencoana. - J} d.  sistem drainase; dan - %J



MATERI RAPERDA

() Rencana
schagaimana dimaksud pada avat (1) hurud a
meliput:

(3) Rencana sistem air minum sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huaruf b meliputi:

a.

b.

[8)
5

da.

b.

d. peningkatan  cakupan

RUMUSAN RAPERDA

ststem Jaringan persampahan

Pemrosesan Akhir
Kecamatan

pembangunan Tempat
(TPA)  sampah
Simpang Pematang;

pembangunan Tempatl Pembuangan
Sampah  Sementara (TPS) di Kecamatan
Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur
dan Kecamatan Mesuji;

pengurangan sampah semaksimal mungkin
dimulai dari sumbernya melalui program
3R;

peninglkatan peran serta masyarakat dan

regional  di

dunia usaha/swasta dalam
penvelengearaan pengembangan  sistem

pengelolaan persampahan;

penigekatan fungst TPA dart open dumping
ke sanitary landfill;

peningkatan  cakupan  pelayanan
kualitas sistem pelavanan; dan
pengembangan alternative pembiayaan.

dari

melalui

pembangunan  sistem  distribusi
pipa transmist air minum di Kecamatan
Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji
Timur;

pengembangan sistem distribust air minum
di Kecamatan Mesup dan Kecamatan
Stnpang Pematang:

rencana pembangunan jaringan air mium
akan didistribusikan melalui jaringan pipa
sepanjang J[arimgan jalan utaing,

pelayanan air

¢, galur

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

clan
bencana.

Rencana sistem jaringan persampahan

schagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a.  pembangunan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah
regional di Kecamatan Simpang
Pematang,;

b.  pembangunan Tempat
Pembuangan Sampah Sementara
(TPS) di Kecamatan Tanjung Raya,
Kecamatan Mesuji  Timur dan
Kecamatan Mesuji,

c. pengurangan sampah semaksimal
mungkin dimulai darr sumbernya
melalui program 3R;

d.  peningkatan peran serta
masyarakat dan dunia
usaha/swasta dalam
penyelenggaraan  pengembangan

sistem pengelolaan persampahan;
e. peningkatan fungsi TPA dart open
dumping ke sanitary landfill;

f. peningkatan cakupan pelayanan
dan kualitas sistem pelayanan;
dan

.  pengembangan alternative
pembiayaan.

Rencana sistem ar minum

schagammana  vang  dimaksud  paca

avat (1) huraf b melipun:

. pembangunan  sistem distribusi

melalin pipa transmis: anr mimum
di Kecamatan Tanjung Raya dan

KETERAN GAN

S|
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MInun; Kecamatan Mesug Timur; o

. penvediaan ait minuin perpipaan dan non Do pengembangan  sistem distribust
perpipaan  dalam memenulin kebutuhan air minum Jdi Kecamatan Mesujp
akan anr minuin, dan Kecamatan Simpang,

f. penmgkatan peran serta masvarakat dan Pematang;
dunia usaha/swaslta dalam Cc. rencana  pembancunan  jaringan
penvelenggaraan pengembangan sistem air air minum  akan dicdistribusikan
minumn; melalul jaringan pipa sepanjang

g. peningkatan  kapasitas  dan kualitas jaringan jalan utama;
pengelolaannya; dan d. peningkatan cakupan pclayanan

h. pengembangan alternatif sumber alr minum;
pembiayaan. e. penyediaan air minum perpipaan

(4) Rencana  sistem  pengelolaan air  limbah dan  non  perpipaan  dalam
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menienuhi kebutuhan akan  air
huruf ¢ meliputi: minum;

a. pengelolaan  limbah industri kecil  dan f. peningkatan peran seria
rumah tangga vang cdikembanglkan melalu masyarakat dan dunia
pengelolaan  hastl  limbah vyang berupa usaha/swasta dalam
biogas vang dapat dimanfaatkan scbagai penyelenggaraan  pengembangan
sumber cnergi alternatif; sistem air minum;

b. pengembangan prasarana pengelahan o, peningkatan zapasitas dan
limbah industri, limbah medis, dan Bahan kualitas pengelolaannya; dan
Beracun Berbahaya (B3) secara mandiri h. pengembangan alternatif sumber
pada fasilitas tertentu maupun sccara pembiayaan. ‘
terpadu untuk pelayanan skala kabupaten; | (4) Rencana sistem pengelolaan air imbah

Cc. pengembangan mstalasi pengelolaan sebagaimana vang dimaksud pada
limbah B3 di  kawasan  peruntukan ayat (1) huruf ¢ meliputi:
mdusti; a. pengelolaan Imbalh industri kectl

d. pemenuhan fasilitas  septic tank pada dan rumah tangga yang,
masimg-masing Kepala Keluarga (KK} pada dikembanghkan melalul
wilaval perkotaan dan perdesaan; pengelolaan hastlt hmbah o vang

. peneembangan jamban komunal o pada berupa hiocas vang  dapat

‘ R permulaiman padat asvarakal dimanfaatkan  <sebacar sumber
| berpenghastlan rendah dan area fasilitas cenergl alternatif;
,,,,, , ‘ vmuina,

N b pengembangan _prasarana o e /<




MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

o

-

1.

(5) Rencana

pengeimbangan Instalas: Pengolah Limbah
Timja (IPLT) sesuar dengan kebutuhan pada
kawasan  permukiman dan kawasan
mdustri;

pengembangan mstalast pengolah  Inbah
domestik dan limbah tinja dengan sistem
perpipaan pada kawasan perkotaan;
mewajibkan pengembang pemukiman baru
untuk menyediakan jaringan sanitasi, yang
terpadu dengan sistem jaringan wilayah;
peningkatan akses PS air limbah baik
sistem on site maupun off site (terpusat) di
perkotaan; maupun di perdesaan untuk
memperbaitks kesehatan masyarakat;
peningkatan peran scerta masyarakat dan
dunia usaha/swasta dalam
penvelenggaraan pengembangan  sistem
pengelolaan air limbah;

penguatan kelembagaan dan peninglkatan
kapasitas haer aparat penoelola air imhbah;
dan
pengembangan
pembiayaan.
sistem

alternative sumber

drainase sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.

.
C.

el

a. peningkafan

peningkatan dan
dramase;

peningkatan pelibatan stakeholders;
Peningkatan kapasitas pengelola maupun
kelembagaan;

pengembangan alternative pembiavaan,
normalisast jaringan drainase vang ada;
pada tiap

pclavanan penanganal

pengermnbangan  swnur resapan
bangunan;
sf'lll‘llllil

dan prasarana

QG

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

pengolahan limbah industri,
ltmbiah medis, dan Bahan
Beracun  Berbahava (B3) secara

tertentu
untuk

mandire pada fasilitas
maupun  sccara  terpadu
pelayanan skala kabupaten;
pengembangan instalasi
pengelolaan  hmbah B3 di
kawasan peruntukan industri,
pemenuhan fasilitas septic tank
pada masing-masing Kepala
Keluarga (KK) pada wilayah
perkotaan dan perdesaan;
pengembangan jamban  komunal
pada kawasan permukiman padat
mnasyarakat berpenghasilan
rendah dan area fasilitas umum;
peligembangan Instalast Pengolah
limbalh Tinja (IPLT) sesual dengan
leehiitithan pada ltawasan
permukiman dan kawasan
industri;

pengembangan instalast pengolah
Iimbah domestik dan limbah tinja
dengan  sistem  perpipaan  pada
kawasan perkotaan;

mewajibkan pengembang
pemukiman baru untuk
menyediakan jaringan  sanitasi,
vang  terpadu  dengan  sistem

Jaringan wilavah;

peningkatan akses PS air hmbah
baik on site maupun oft
site (terpusatl di perkotaan;
di  perdesaan  untuk

sistenl

maupun

i

KETERANGAN
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MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

(6) Rencana
sebaganmana

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

penunjang drainase;

permbangunan saluran drainasc

memperhatikan kontur  dan daecrah
tangkapan air;
pemmbuatan  saluran  drainase  tersendirt

pada sctiap kawasan fungsional; dan
peneoptimalan daya serap air ke dalam
tanah.

bencana

(1)

jalur  dan  cvakuasi
yang dimaksud pada ayat

huruf ¢ meliputi:

a.

ruang cvakuasi bencana banjir berada di
kantor desa dan bangunan sekolah
Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan
Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa Jitu
Utara:

ruang  evakuasi benecana lkebakaran
di‘cll'érllll’?ll] ke ruang terbuka di masing-

cvaluast b

Bl
. v
dinrnhkan ke ruang 1

da&%jﬁ&h—é&ﬁ—dﬂ@ﬁil%ﬂh%ﬁ%—%h{n‘%—d}
kecamatanRawa pta-Utara;dan

jalur evakuasi bencana mengikuti  pola
jaringan jalan utama vang dibert rambu
untuk arah evakuasi.

crncana

frn lﬁ‘n 1]rf1

abrasi/crosi
1 ,qnﬂ_uqaci
RS DD

(5) Rencana sistem drainase sebagaimana
vang dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. peninglkatan pelayanan dan
penanganan drainase;

b. peningkatan pelibatan
stakeholders;

c. Peningkatan lapasitas pengelola
maupun L:elcmbaﬂaan

d. pengembangan alternative
pembiayaan;

e. normalisasi  jaringan  dratmnase
yang ada;

f. pengembangan sumur resapan
pada tiap bangunan;

o. penmgkatan sarana dan
prasarana penunjang drainase;

h. pembangunan saluran drainase
menperhatikan kontur dan

memperbaiki kesehatan |
masyarakat; !
penimgkatan peran serta
masyarakat dan dunia
usaha/swasta dalam

penyelenggaraan  pengembangan
sistem pengelolaan air limbah;
penguatan  kelembagaan  dan
peningkatan kapasitas bagi aparat
pengelola air limbah; dan
pengembangan alternative sumber

pembiayaan.

daerah tangkapan air:
pembuatan saluran
tersendirt pada

setiap kawasan

dramasc |

fungsional: dan

KETERANGAN
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No. MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN

{ j. p( n(rmp(mmlm ddya S(r(ip air ke |
dalam tanah.

(0) Rencana jalur dan evakuasi bencana

| schagaimana  vang  dimaksud  padia

| avat (1) hurul ¢ meliputi:

a. ruang cvakuasit bencana  bangir
berada di kantor desa dan
bangunan sckolah  Kecamatan
Simpang Pematang, Kecamatan
Mesuji Timur dan Kecamatan
Rawa Jitu Utara;

b. ruang evakuasi hencana
kebakaran diarahkan ke ruang
terbuka di masing masing
kecamatan;dan

¢. gJalur evakuasi bencana mengikuti
pola jarmgan jalan utama yang

diberi rambu untuk arah
I R ] - evakuasl. - N o
L0 Kawasan Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 aval (7) N
Perlindungan (1)  Kawasan perlindungan sctempat sebagaimana | (1) Kawasan  perlindungan  setempat | disempurnakan
Setempat dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: ~ scebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. sempadan sungai, 19 huruf a meliputi: \
b. kawasan sekitar rawa; dan a. sempadan sungai;
¢. kawasan sckitar mata air. b. kawasan sekitar rawa; dan
(2) Kawasan scmpadan  sungar  scbagaimana ¢. kawasan sekitar mata air.
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa |(2) Kawasan sempadan sungai
sempadan berjarak 50 (ma puluh) meter dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bibir sungar scluas kurang lebih—HA{sebelas) hurul a, berupa sempadan berjaralk
hektar, terletak pada Kecamatan  Simpang 50 (lim& puluh) meter darm bibir
Pematang, Kecamatan Wayv Serdang, sunea terletak  di Kecamatan
Kecamatan Panca Java Kecamatan Mesuji dan Simp imgf Pematang, Kecamatan Wav
\ Kecamatan Mesui Timur. Serdang, kecamatan  Panca Java

(3)  Kawasan sclkitar rawa sebaoamana dimalesud Kecamatarnn Mesujr dan kecamatan
Cpada avat (1) huraf b berupa kawasan ~ Mesuj Timur.




Kawasan
Budidaya

MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

scpanjang  perairan  dengan  jarak 200 (dua
ratus) meter dar titik pasang tertinggl. vang
berada di - Kecamatan  Mesuji,  Kecamatan
Mesugn Tinur dan Kecamatan Rawajitu Utara
denean luas kurang lebih 20,973 (dua puluh
ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar.

(4)  Kawasan sckitar mata  air  sebagannana
dimaksud pada ayat (1} huruf c Dberupa
kawasan dengan jarak sempadan 200 (dua
ratus) meter sekeliling mata air di luar
kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter
sekeliling mata air di dalam kawasan
permukiman terletak di Kecamatan Tanjung
Raya.

Pasal 23

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri

dart:

a. kawasan peruntskan hutan produksi;

b, kawasan hutan rakyat;

. kawasan peruntukan pertanian;

. kawasan peruntukan perikanan;

e, kawasan peruntukan pertambangan;

[, kawasan peruntukan imdustri:

o, Lkawasan peruntukan pariwisata;

h.  kawasan peruntukan permukiman; dan

konwasan peruntukan Jainnva.

Kawasan sckitar rawa scbhagaimana
dimaksud  pada avat (1) huwrul b
berupa kawasan sepanjang peratan
dengan Jarak 200 (dua ratus) met
dart ntik
berada

(3)

3
1

pasang  tertimogl,  vang
Kecamatan  Mesugt,
Kecamatan  Meswji Timwr dan
Kecamatan Rawajitu Utara dengan
luas kurang lebih 20.973 (dua puluh
ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga)
hektar.

Kawasan sckitar mata air
sebagaimana dimaksud pacda ayat (1)
huruf ¢ berupa kawasan dengan
jarak sempadan 200 (dua ratus)
meter  sekeliling mata awn i luar
kawasan  permukiman dan 100
(seratus) meter sekeliling mata air di
dalam kawasan permukiman terletak
di Kecamatan Tanjung Raya.

Pasal 23

Pola ruang untuk kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf b terdir dari:

ch

1]

KETERANGAN

Pasal 23 burufl a
disempurnakan.

a. kawasan hutan produksi;

b.  kawasan hutan rakyat;

c.  kawasan peruntukan pertanian;

d.  kawasan peruntukan perikanan;

¢.  kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan mdustri;

o kawasan peruntukan parnvisata;

h. kawasan peruntukan  permukiman;
dan

1. Kawasan peruntukan lamnya.

S i e ﬁl

[
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No. MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

Kawasan Hutan
Produks:

|
|
|
|
|

Pasal 24
Kawasan peruntakan hhatan produoks: sebaganmana
dimaksud dalamn hural a ditetapkan <
register 45 Way Buava vang pengelolaannva telah
menjadi kawasan Hutan Tanaman Industrr (HTT)
dengan luas kurang lebih 42,762 (empat puluh dua
ribu tuyuh ratus enam pululi dua) hektar, meliputi:
a. Kecamatan Way Serdang; dan
b. Kecamatan Mesuji Tiunur.

Pasal 28

16

RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERAN GAN
 Pasal24 [Pasal 3 }
Kawasan  hutan produkst  sebaganmana | disempurnakeain
dimalksud dalam  Pasal 23 huruf  a

cditerapkan di Kawasan Hutan Produkst
Tetap (KFHPT) sungat Buaya Register 45

yvang  pengelolaannya  telah menjadi
kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI)

dengan luas kurang lebth 42.762 (empat
puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh
dua) hektar, melipunt:

a. Kecamatan Way Serdang; dan

b. Kecamatan Mesuji Timur.

Kawasan
Peruntukan
| Pertanian

P
|

1

Pasal 26
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ terdin atas:
a. kawasan peruntukan  pertanian tanaman
pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
o kawasan peruntukan perkebunan:dan
d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian (anaman

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdir atas:

a. pertanian (anaman pangan lahan basah
cdengan arahan pengembangan berada
pada  Kecamatan  Mesuji, Kecamatan

Rawajitte Utara, Kecamatan Mesuyp Timuar,
dengan luas kurang lebih 47.029 {(empat
puluh tujuli ribu dua puluh  sembilan)
helktar; dan

b pertanian  tanaman  pangan lahan kering
dengan arahan pengembangan berada
pada Kecamatan Tanjang Raya, Kecamatan
Way Scrdang. Kecamatan Panca Java dan

Pasal 26
(1) Kawasan peruntukan pertanian
sehagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf e rerdiri atas:
. kawasan  peruntukan  pertanian
(anaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan
perkebunan;dan
d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian
tanaman pangan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a

terdirt atas:

AL pertanian tanaman pangan lahan
basah dengan arahan
pengembangan berada pada
Kecamatan  Mesuyl,  Kecamatan
Rawagitu Utara, Kecamatan
Mesugi Tiumur, dengan luas kurang
lebih 4/ 029 (empat pulub tuguh

rhu dua puluh sembilan) helitar:

discmpurnakan.

asal 26 ayatﬁ(4) ]




MATERI RAPEF
S

RUMUSAN RAPERDA

hecamatan  Simupang Pematang  dengan
luas kurans lebih 104,264 (seratus cipat
ribu dua ratus enam puhih empat) hektar.

hawasan  peruntukan  pertanian tanaman

pangan lahan basah schagaimana dimaksud

pada ayat (2) hurul a meliput:

a. sawah irigasi setengah teknis; dan

b. sawah bukan irigasi.

Sawah irigasi sctengah teknis sebagaimana

vang dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan

luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh

dua) hektar berada di Kecamatan Simpang

Pematang.

sawah  bukan  irigast  sebagaimana  vang

dimaksud pada avat (3) huruf b dengan luas
kurang lebih 46.697 (empat puluh enam ribu
cnam  ratus sembilan puluh tujuh) hektar
meliputi:

a. Kecamatan Mesuji;

h. Kecamatan Tanjuna Raya;

c. Kecamatan Mesuji Timur;

d. Kecamatan Simpang Pematang;

¢. Kecamatan Way Serdang; dan

f. Kecamata Panca Jaya.

Kawasan peruntukan  pertanian  {anaman
pangan sebagaimana vang dimaksud pada
avat (4) ditetapkan sebagail kawasan pertanian
pangan  berkelanjutan  dengan  luas kurang
lebih 13.169 (tiga belas nibu seratus enam
puluh sembilan) hektar meliputi:
oL hecamatan Meswjis

b. Kecamatan Tanjung Rava:

. Kecamatan Rawajitu Utara;

d. Kecamatan Mesujl Timur;

¢ Recamatan Simpang Pematang:

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

- - 0 - |

dan
o pertanian tanams angan laha
b pertanian tanaman pangan lahan
LeTIng ¢ : araha
kering lengan rahan
pengembangan berada pada
lkecamatan Tanjang Raya,

Kecamatan Way Serdang,
Kecamatan Panca Jaya dan
Kecamatan  Simpang  Pematang
dengan luas kurang lebih 104.264
(seratus empat ribu dua ratus
enam puluh empat) hektar.

Kawasan peruntukan pertantan
tanaman  pangan lahan  basah

sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a meliputi:
a. sawah irgasi sctengah teknis; dan
b. sawah bukan irigasi.
Sawah  irigasi  setengah  teknis
sebagaimana yang dimaksud pada
avat (3) huruf a dengan luas kurang
lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua)
hektar berada di Kecamatan Simpang
Pematang.
Sawah bukan irigast sebagaimana
vang dimaksud pada ayat (3) huruf b
dengan luas kurang lebih 46.697
(cmpat puluh enam rbu enam ratus
sembilan puluh tiyuh) hektar
meliputi:
a. Kecamatan Mesuyy,
b. Kecamatan Tanjung Raya;
¢. Kecamatan Mesujt Timuar;
d. Kecamatan Simpang Pematang;
. hecamatan Way Serdang; dan
f. Kecamata Panca Jaya.

(

KETERAN
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|
i
|
|
|
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No. 1 MATERI RAPERDA

*

(7]

(8)

[ Kecamatan Way Serdang: dan

RUMUSAN RAPERDA

¢. Kecamatan Panca Java.

hawasan
sebhagaiman:
huaruf b

holtilzultura

peruntulkan
vang
berupa

dimaksud  pada

buah-buahan

avat (1)
dengan

komoditas buah naga, buah duren,dan jambu

ar

berada di Kecamatan Mesuji dengan luas

kurang lebth 1.000 (seribu) hektar.

Kawasan

peruntukan perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dengan luas kurang lebih 34.179 (tiga puluh

empat ribu

seratus tujuh puluh sembilan)

hektarmeliputi:

a.

b,

I a

komoditas kelapa sawit berada tersebar
diseluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji;
komoditas karet berada tersebar diseluruh
kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan
komoditas kelapa pandan wangi berada
tersebar di seluruh  kecamatan  di
Kabupaten Mesugt.

wasan peruntukan petermakan sebagaimana

vang dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
luas kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas)
hektar meliputi:

a.

.

sapt tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten  Mesuji dengan  sentra  di
Kecamatan Simpang Pematang;

kerbau  herada  di Kecamatan  Mesuji,
Tanjung Raya, Rawajitu Utara, Mesuji
Timur, Simpang Pematang, dan  Way

Serdang;

kambing tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Mesuii:

Dabt terdapat Kecamatan Tanjung Raya,
Mesujr Timur, Simpang Pematang, dan

(7)

(8)

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

hawasan peruntukan pertanian
faaman pangan sebagaimana vang
dimalsud pada avat (4) ditetapkan
schagal kawasan pertanlan pangan

berkelanjutan  dengan  luas  kurang

febih 13,169 (tiga belas ribu seratus |

enam hekrar
meliputi:

a. Kecamatan Mesuji;

b. Kecamatan Tanjung Raya;

c. Kecamatan Rawajitu Utara;

d. Kecamatan Mesuji Timur;

¢. Kecamatan Simpang Pematang;

f. Kecamatan Wav Serdang; dan

g. Kecamatan Panca Jaya.

puluh  sembilan)

Kawasan  peruntukan  holtikultura
sehagaimana  vang dimaksud  pada

ayat (1) hurafl b berupa buah-buahan
dengan komoditas buah naga, buah
dnren dan jambu  air  berada  di
Kecamatan  Mesuji  dengan luas
kurang lebih 1.000 (serihu) hektar.

Kawasan peruntukan perkebunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ dengan luas kurang lebih
34.179 (tiga puluh empat ribu seratus

tujuh putuh sembilan)
hektarmeliputt
a. komoditas kelapa sawit berada

tersebar discluruh kecamatan di
Kabupaten Mesuji;
h. komoditas karet berada tersebar
diseluruh kecamatan di
Kabupaten Meswgr; dan
komoditas kelapa pandan wangi

—~

|

17

KETERANGAN
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| No. ’ MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
}L | W(u Se x(ldnff berada  tersebar  di seluruh f N
\ ‘ . domba tersebar dioseluruh kecamatan di Jecamatan di Kabupaten Mesujn
| Kabupaten Mesug; [ howasan  peruntukan  peternakan
\,’ (. 1tk tersebar di seluruh kecamatan i ‘ sehagaimana vang  dimaksud  pada
| .‘ Kabupaten Mesuji; dan \ avat (1) hurul d dengan luas kurang
‘ | . ayam buras tersebar di seluruh kecamatan lebih 313 (tga ratus tiga belas) hektar
di Kabupaten Mesuji. meliputi:
a.  sapi tersebar d1 seluruh
y ‘ kecamatan di Kabupaten Mesuji
“ dengan sentra di Kecamatan
Simpang Pematang;
‘ \ b. kerbau berada di Kecamatan
\ J Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu
’ | Utara, Mesuji Timur, Simpang
\ Pematang, dan Way Serdang;
| | \ ¢. kambing tersebar i seharuh
| \ ’ | kecamatan di Kabupaten Mesuji; ~
| 1 \ d. babi terdapat Kecamatan Tanjung %
J i } Rayva, Mesuji Timur, Simpang‘
| Pemarang. dan Wav Serdang;
‘ } c. domba tersebar di seluruh\
\ 1 kecamatan di Kabupaten Mesuji; \
f. otk tersebar di seluruh
. kecamatan di Kabupaten Mesujr;
dan
\ o. ayam buras tersebar di scluruh
S S kecamatan di Kabupaten Mesuji. -
14 Kawasan . ' Pasal 29 Pasal 29 Pasal 29
Peruntukan Industri H-Iawasan—peruntukan—mdustr—sebagaimana | (1) Kawasan peruntukan mdustri | disempurnakan
| dimaksud —didamPasad 23 —huruf—o-berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
| ‘ melustier feal —dan-——ndus - pepvokab- hasi 23 hurul g meliputi:
l pertaman- —dan—perkebunan— densan —luas o, kawasan  peruntukan  industr
| Loneana e B0 dsepnlnh}-hedaar, besar;
f ﬁ (2)- Idhustri- keoil sebagatmana —vang— dunaksud b kawasan  peruntukan  industr
|

|
\
o pada avat () Derupa—nduastis kerapuk—lkon. ~menengah:dan e /é




MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

tempes- tals—mebel Javu ) snvaman—bambiy

da——arvaiman - —Hkar- viane ferpusat b

RUMUSAN PENYEMPURNAAN
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¢, hawasan industri

lxl;‘t‘l'l.

peruntukan

KETERANGAN

dimabsud padaavatr{d) hural o herupa wisata

J hecanratan-Moesug e () Kawasan peruntukan industri besar
i fSHidustri——penegolly——-Driesil —pertann schagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagatmana dinsksud—pada —ayvat—) -berupa hurat o mehiputi:
rdastrr—penvolahan——Awelipa——sadat—-dan a. Industr pengolahan hasil
pengolahan——singkong-—vang—tersebar—di perikanan  di Rawa  Jitu Utara;
Keeamatan——Simpang Pematang — dan dan
heecamatan Tanjune Raya b. Industri pengolahan perkebunan
H1ndustri—pengolahan —hasil—perkebunan di Kecamatan Way Serdang.
sebasatmana-dianaksud-pada—ayat{H-berupa | (3) Kawasan peruntukan industri
industrt-pengolahan karet-—di-Kecamatan Way menengah  sebagaimana dimaksud
serdangs: pada avat (1) huruf b berupa Industri
(D) Reneana-—-pembangunan--industrr—penegolahan pengolahar hasil  perkebunan di
hastperikanan didceeamatnn-RawaHiaUtara Kecamatan Simpang Pematang dan
derr-Mesuaj Kecamatan Tanjung Rayva.
(4) Kawasan poeruntukan industt kecil
sebagaimana dinaksud pada avat (1)
hurut ¢ terpusat di  Kecamatan
Mesnp melipt:
a. Industri pengolahan hasil
peritkanan;
b. Industr pengolahan hasil
pertanian; dan
c. Industri pengolahan hasil
- e e - _ pertanian. -
Paragraf 7 Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 30 Pasal 30
(1) Kawasan peruntukan pariwisala scbagaimana | (1) Kawasan  peruntukan  pariwisata
cdimaksud daloan Pasal 23 hurat h mehputi: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
A kawasan wisata alam; dan 23 horuf h mehiputr:
\ . kawasan wisata budava. A, kowasan wisata alam;
) - Kawasan  wisata  cakan sebogadmana= yaneg b, kawasan wisata buatan; dan

c. lkawasan wisata budava.

Pasal 30 ziyal (2)

disempurnakan.




MATERI RAPERDA

(3)

Kawasan

Peruntulkan Lamnya

(1)

(2)

srta-mehpuls

RUMUSAN RAPERDA

- Masatas Porahiv—dl Meeamatan Mesup=«lan
hecamatan-Simpang Pemsatangs

b=—Wisnta Memaneihe—Hoan—di—kecamatan
Mest=—- SN PeRg

en—hecamatan—
Pematere: ckan

er—awasan—avisataair=—berupa_WaterBoom -l
Keeamatan SimpansPRemeatans:

Kawasan pariwisata budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf b berupa

kompleks bangunan tradisional di Kecamatan

Mesuji dan Kecamatan Tanjung Raya

(2)

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

Kawasan wisata alam dan wisata
buatan sebagaimana vang dimaksud

paca ayat (1) huraf a don huraf b

dikembangkan di Kecamatan Mesujn |

dan Kecamatan Simpang Pematang.
Kawasan pariwisatla budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e berupa komplcks bangunan
tradisional di Kecamatan Mesuji dan
Kecamatan Tanjung Raya

Pasal 32

Kawasan peruntukan  lainnya scbagaimana

vang dimaksud dalam Pasal 23 huruf |

meliputi:

a. kawasan pertahanan keamanan; dan

b. kawasan peruntukan RTH.

Kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten

Mesujl sebacnimann yang dimaksud pada avat

(1) huruf a meliputs -

a—omplek—-——markas—Ikepohsian—Reseor
(POLRES)-Kabupaten Mesuji-di-Keearnatin
Mesup—Tinr, —Kecamatan —Simpang
Pematans-dan-RKeecamatan Way -Serdang:

b Kemplek—— -markas—Kepeoelistan—Sckior
POLSERN) —berada—di-Ieeamatan—Tanpg
R

c. homando Ravon Militer (Koramil) vang
terdapat di Kecamatan Simpang Pematang;:

srimob Kepolisian i Kecamatan

Wav Serdange: dan

Marinir

d. Kawasan

L Nowasan di Kecamatan Rawajitu

Utara.
Kawason

peruntukan  RTH  di - Kabupaten

Pasal 32
Kawasan peruntukan lainnya
sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 23 huruf j meliputi:

a. kawasan pertahanan
dan

b. kawasan peruntukan RTH.

hawasan pertahanan keamanan di

Kabupaten Mesuji sebagaimana vang

dimaksud pada ayat (1) huruf a

mehiputi :

a. Komplek markas Kepolisian Resor
(POLRES) di Kecamatan Tanjung
Raya;

bh. Komplek markas
Sektor (POLSEK)
seluruh kecamatain;

¢. Komando Distrik Militer (KODIM)
i Kecamatan Tanjung Rava;

. Komando Ravon Militer (Koramil)
i seluruh kecamatan;

¢. Kawasan Brimob  Kepolisian

- Kecamatan Wayv Serdang: dan

kcamanan;

Kepolisian
berada i

20
KETERANGAN

| Pasal 32 ayat (2]

disempurnakan.

dlL
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RUMUSAN RAPERDA

Mt%U]l pada Llsal (1) huraf b 111(%1])1{311

dengan proporst pahing sedikit S0% (tiga puluh

persen)  dart luas kawasan perkotaan,
meliputi

a. Ruang Terbuka Hpau (RTH) publik vaitu
taman Kkota, taman pemakaman umum,
dan jalur hijjau sepanjang jalan, sungai,
dan pantai, dengan proporsi paling sedilat
20% (dua puluh persen);

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu
kebun atau halaman rumah/gedung milik
masyarakat/ swasta yang  ditanami
tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh
persen); d(m

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH
Perkotaan  sebaganmana  dinnaksud  pada
hurut a dan b diatur dalam Rencana Detail
Tata Ruang.

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

. Kawnsan Marinir di Kecamatan
Rawaptu Utara.

(3) Kawasan peruntulan RTH  di
Kabupaien  Mesuji pada  ayat (1)
huruf b ditetapkan dengan proporsi
paling  sedikit  30%  (uga  pulub
persen) dari haas kawasan perkotaan,
melipuu :

a. Ruang Terbuka Hypau (RTH)
publik yaitu taman kota, taman
pemakaman umum, dan jalur
hiyjau sepanjang jalan, sungai, dan
pantai, dengan proporsi paling
sedikit 20% (dua puluh persen);
Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat
vaitu kebun atau  halaman
rumah /gedung milik masyarakat/
swasla yang ditanami tumbuhan,
dengan proporst 10% (sepuluh
persen); dan
Kefenfuan lebih lanjut mengenai
RTH Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada hurufl a dan b
diatur dalam Rencana Detail Tata
Ruang.

)

e -
%/, -
| Pasal 34
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Mesuj
schagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

hurul a merupakan kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi terdirt atas:

Kota Terpadu Mandivt (KTM) wilavah Tanjung
Mas Makmur sampai Tanjunge Mas Mulva di
Fooeaomatan Msaan 1ii Timnir «ebaoni Msal
pertumbuhan ¢ lmnmm
Kimvasan  strateois ipg;i[\lsrim" Vi

1
i
i
{

Pasal 34
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten
Mc‘sU]l sebhagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 33 ayat (1) hurul a merupakan
kawasan strategis dart suclut kepentingan

ekonomi terdin atas:
a.  Kota Terpadu Mandirt (KTM) wilavah

- - - - - — - — = —

A1 R4 7-/4\7QTP

KETERANGAN

disempurnakan

Tanjune Mas  Makmur  sampai |

Tanjung Mas Mulva di Kecamatan
vong ada di Mesup Tumur  sebagal pusat

asal 34 huruf b
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No. | MA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
] Kabupaten Mesuji berupa perkotaan Me‘sluiﬁ pertumbuhan ekonomi; -
schavat PRWp: dan Fh. kowasan strategis provinst berupa
', ¢ kawasan berikat tambak udane b Kabupaten | Mesun sebagat PRWp dan Wiralaga
‘ Mesujr schagal PKL; dan
} \‘ ¢, kawasan berikat tambak udang i
\ e kabupaten Meswgi.
16 | Arahan Pemanfaatan Pasal 39 1 Pasal 39 Pasal 39 ayat (2)7 a
\ Ruang Wilavah (1) Perwujudan rencana  struktur ruang wilavah | (1) Perwujudan  rencana  struktur ruang | huruf c angka 3 dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a | wilavah sebagaimana dimaksud dalam | hurul h angka 2 dan
\ meliputt: Pasal 38 huruf a meliputi: 3 disempurnakan.
‘ a. perwuyjudan sistem pusat kegiatan; a. perwyjudan sistem pusat kegiatan,;
‘ b. perwujudan sistem prasarana utama; dan b. perwujudan sistem prasarana
c. perwyjudan sistem prasarana lainnya. utama; dan
(2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana c. perwujudan sistem prasarana
| dimaksud pada ayat (1) huruf a terdirt atas: lainnya.

(2) Perwujudan  sistem pusat  kegilatan
schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. program perwujudan Pusat Kegiatan

' a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah
Promost (PKWp) Mesuji, meliputr:

. penyusunan Rencana Detanl Tata Ruang
i (RDTR) Kota Mesujr;

¥
e

2. puengembangan dan penataan telmis Koto Wilayah  Promosi  ([PKWp)  Mesuil,
‘ Meswi; meliputi:
3., pembangunan perkantoran 1. penyusunan Rencana Detail
pemerintahan kabupaten; Tata Ruang (RDTR) Kota Mesuyi;
\ 4. pembangunan perumahan Pegawal 2. pengembangan dan  penalaan
\ Negert Sipil (PNS), TNI dat Polri; teknis Kota Mesuj,
| 6. pembangunan dan peningkatan Pasar pemerintahan kabupaten;
Mesug; 4. pembangunan perumalian

Pegawail Negenn Sipil (PNS), TNI
dan Polri;

pengembangan perumahan
rakvat;

6. pembangunan dan penngkatan
Pasar Mesujt, |
/. veningkatan Terminal Regional |

7. peningkatan Terminal Regional Tipe C;
8. pembangunan lapangan olah raga;

N

9. pembangunan  mdustrt perikanan dan |

| 5. pengembangan perumahan rakyat; ' 3. pembangunan perkantoran
I

TO pembanonnan pelabuhan penveberanean |
dan transportast sungadt,
11 pembaneunan dan pengembangan

|
\
|
] hasitl perkebunan;
|




.
|
|
|
|
|
|
|

ATERI RAPERDA

—1—
NOJ‘M
1
|
|
|

16.

.program
(PKL) Wiralaga, meliputi:

1.

Y]

). pembangunan dan

RUMUSAN RAPERDA J
|
!

sarana pmxal 1 pendidi ikan;

e mlmngundn clan pengembangan
sarana prasarana peribacatan:

pe ml) meuinan Lembava Pemasvarakatang
pengembanean  kapasitas sarana o air
minum; \

peningkatan  pengelolaan  sampah dan‘

penyediaan Tempat Pembuangan
Sampah  Sementara (TPS) yvang ramah
lingkungan;
alokasit lahan untuk Kawasan Siap
Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap
Bangunan (Lisiba); dan
peninglkatan  jalan  lokal primer  yang
menghubungkan  antar  kawasan  di
Mesuji.

perwujudan Pusat Kegiatan

penyusunan Rencana Detall Tata Ruang
(RDTR) Kota Wiralaga;
pengembangan dan penataan (eknis Kota
Wiralaga;

penibangunan
pemerintahan kabupaten;

Lokal
I
|

perkantoran f

hasil perkebunan:
pembanennan pelabuhian penveberangan

pembarigunan perumahan gawai |
Negert Sipil (PNS), TNI dan Polri; |
pengembangan perumahan rakyat; (
pembangunan  dan  peningkatan  Pasar ‘
Wiralaga; ‘
pembangunan lapangan olah raga; |
pembangunan industri perikanan dan }

|

|
dan transportast sungai; ]

pengembangan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

llpt C:

5. pembangunan olah

lapangan
raga;

9. pembangunan
perikanan
perkebunan;

mdustri

dan hasil

10. pembangunan pelabuhan
penyeberangan dan transportasi
sungai;

11. pembangunan dan

pengembangan sarana
prasarana pendidikan;

12. pembangunan dan

pengembangan sarana
13. pembangunan Lembaga
Pemasvarakatan:
14. pengembangan kapasitas

sarana air minuaim,
5. peningkatan pengelolaan
sampah dan penyediaan Tempat

Pembuangan Sampah.
Sementara (TPS) vyang ramah
hngkungan;

16. alokas? lahan untuk Kawasan
Siap Bangun (Kasiba) dan
Linglkungan  Siap  Bangunan
(Listba); dan

17. peningkatan jalan lokal primer

vang menghubungkan  antar
kawasan di Mesuji.
b. program perwujudan Pusat Kegiatan

7
|
1
b
|
|
|
prasarana peribadatan; L
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
Lulml (PK1) Wiralaga, meliputi: E

peilyusunan - Rencana Detadl
C Tat Ruang (RDTR) Kot |

)
5

r

e
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RUMUSAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

sarana prasarana pendidikan;

| MATERI RAPERDA |T
o _ - ‘ \Vil‘kllr’dig(’l;ii
i
i

1T pembangunan dan pengembangan 2. pengembangan  dan penataan
sarana prasarana peribadatan: teknis Kota Wiralaga; |
12, pemibangunan Lembaga Pemasvarakatan; 3. pembangunan perkantoran |
13, pengembanean  kapasitas  sarana air pemerintabhan kabupaten: |
| minum; 4. pembangunan perumahian ‘
14, peningkatan  pengelolaan  sampah  dan Pegawar Neger: Sipil (PNS), TNI
penvediaan Tempat Pembuangan dan Polri
Sampah Sementara (TPS) yang ramah pengembangan perumahan
linglkungan;, rakyat;

15 alokast lahan untuk Kawasan Siap
Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap
Bangunan (Lisibaj}; dan

16. peningkatan  jalan  lokal  primer yang
menghubungkan antar kawasan di
Wiralaga.

. program  perwuyjudan Pusat Kegiatan Lokal

(PKLp) Mesug Timuar, mehputr:

+—pepvusupan-Reneana Petak-TataRuang
{RDTR) —Iawasan—Perkotaan—Mesujt

pembangunan dan peningkatan
Pasar Wiralaga;
permbangunan lapangan olah

raga,

pembangunan mdustri
perikanan dan hasil |
perkebunan;

penmbangunan pelabuhan

penyeberangan dan transportasi

sUNGal;

Trmur; pembangunan dan
2. penvusunan Rencana Detail Tata Ruang pengembangan sarana
(RDTR) Kota Terpadu Mandiri (KTM); prasarana pendidikan;
3. penvusunan  Master  Plan  kawasan pembangunan dan
minapolitan; pengembangan sarana
4. pembangunan sub terminal agribisnis; prasarana peribadatan;
O,  pengembangan perumahan rakyat; pembangunan Lembaga
6. peningkatan pusat perdagangain; Pemasyarakatan;
7. pembangunan halai penyuluhan pengcmbangan kapasitas
pertanian; sarana air nunun;
8. pembangnnan lantarn jemur dan gudang: peninglatan pengelolaan
9. perbalkan daerah irigasi; sampah dan penvediaan Tempat
O, penmbangunan dermaga angkutan \ Pembuangan sampah f
| barang; | Sereutara (TPD) yallg  raunal |
N L1 pembonounan sarana o air minum - di | Clingkungan; |




=

o
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LNQ. “ MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
- [ seluruh kawasan permukiman: 15, alokasi lohan untuk kawasan -
% 12, penectapan kawasan konservast Register Sitap  Bangun (Kasiba)  dan
! 15 Sungal Buava: Lingkungan  Siap Bangunan
< 13, pembangunan dan pengembangan (Lisiba), dan
‘ sarana prasarana pendidikan; 16. peningkatan jalan lokal primer
‘ 14. pembangunan dan pengembangan vang  menghubungkan antar
sarana prasarana peribadatan; dan kawasan di Wiralaga.
; 15. pembangunan terminal tupe C. c. program perwujudan Pusat Keglatan
| d. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Lokal (PKLp) Mesuji Timur, meliputi:
Simpang Pematang dilakukan meliputi: 1. penyusunan Rencana Detall
| 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tata  Ruang (RDTR) Kota
(RDTR) Simpang Pematang; Terpadu Mandiri (KTM);
2. pembangunan pusat perdagangan; 2. penyusunan Master Plan dan
3. pembangunan Tempat Pemroscsan Akhir Rencana Detaill  Tata  Ruang
| (TPA) sampah dengan sistem pengelolaan kawasan minapolitan;
| Sanitary Landfill; 3. pembangunan  sub  terminal
4. peninglkatan puskesmas rawat imap; | agribisnis;
; 5. pembangunan terminal Tipe C; 4. pengembangan perumahan
6. pembangunan sarana air bersih; rakvyat;
| 7. pembanonman kawasan wisata an 5. penmekatan pusat |
, ! 8 pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan; \
‘ prasarana pendidikan; dan 6. pembangunan balai penyuluhan '
9. pembangunan dan pengembangan sarana pertanian;
prasarana peribadatan. 7.  pembangunan lantai jemur dan |
e. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) gudang;
Tanjung Rava, meliputi: ‘ 8.  perbaikan daerah irigasi;
1. peningkatan pusat perdagangain; 9.  pembangunan dermaga
2. pengembangan sarana  dan prasarana angkutan barang;
pertantan; 10. pembangunan sarand air
3. peningkatan  jJaringan  jalan  produksi minum  di seluruh kawasan
pertantan dan perkebunan; permukiman;
‘ 4. penmmgekatan sistem jaringan 1rigasi; 1. pengendahan sebagian kawasan
\ S.opembanonnan sarana air minuwin; Revister 45 Sungar Buava
| 6. pembaneiman perkantoran Polist Resort sebagar kawasan konservast,
| (Colres): | 12 pembangunan - dan|
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- h. Pervujudan

9. pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD).

f. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPk)

Way Serdang, meliputi:
L. pengembangan industiry pengolahan hasil
pertanian;

2. pembangunan sarana air minum,

3. peningkatan jaringan jalan produksi;

4. pengembangan sarana keschatan berupa
Puskesmas;

5. pembangunan dan pengembangan sarana

prasarana pendidikan; dan
H pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana peribadatan.

g. Perwujudan  Pusat  Pelavanan Lingkungan

(PP1) Panca Jdava mehpurr

. pengembangan puskesmas pembantu:

2. peningkatan pusatl perdagangan;

3. pengembangan sarana dan prasarana
pertanian;

4. peningkatan jaringan jalan:

5. pembangunan Gedung Olah Raga dan
Kesenian (GOR);

6. pembangunan Perpustakaan Daerah;

/. pembangunan  sarana  pendidikan (SD
sampai Perguruan Tinggt);

Sopembangunan Balar Latthan Kerja (BLK);

9. pembangunan sarana air minum; dan

10, pembangunan  dan pengcembangan
sarana prasarana peribadatan.

Pusat  Pelavanan . Linglaangan §

prasarana peribadatan; dan
14, pembangunan terminal tipe C.

1. Perwujudan  Pusat  Kegiatan Lokal

(PKLp) Simpang Pematang dilakukan
mehiputi:
1. penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Stmpang
FPematang;

2. pembangunan pusat
perdagangan;

3. pembangunan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah
dengan sistem pengelolaan

Sanitary Landhll;

4. peningkatan puskesmas rawat
mamn:

5. pembangunan terminal Tipe C;

6. pembangunan sarana air bersih;

7. pembangunan kawasan wisata
air;

8. pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
pendidikan; dan

9. pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
peribadatan.

. Perwiyudan Pusat Pelavanan

INawasan (PPK) Tanjung  Rava,
meliputt:

1. peningkatan pusat perdagangan;
2 pengembangan sarana dan

|
|

No. | MATERI RAPERDA
7. pembangunan dan pengembangan sarana pengembangan sarana
prasarana pendidikan: prasarana pendidilean;
S pembangunan dan pencembangan sarana I3 pembangunan dan
prasarana peribadatan; dan pengembangan sarana
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(PPL) Rawa Jitu Utara,’m(‘i]ipuli:

1

N

0.

.\]

9.

pembanguingn jalan produksi pertanian:
Rencana Detail Tata Ruang |
(RDTR) kawasan mimapolitan;
peningkatan Balai Benih lkan (BBI) tawar;
pengembangan  dan
perdagangan;
pembangunan dermaga angkutan barang
Minapolitan;
pembangunan
pengumpul;
pembangunan sarana air bersih;
pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana pendidikan; dan

pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana peribadatan.

penyusUnan

peningkatan  pusat

lantai jemur dan gudang

N

3.

Q

. Perwujudan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

. peningkatan

. pembangunan

. pembangunan

e

PN

prasarana pertanian;

peningkatan raringan jalan
produksi pertanian dan

perkebunan;
sistem jarimngan

irigast;

. pembangunan sarana air minum,
. pembangunan perkantoran Polisi

Resort (Polres);

dan
pengembangan sarana prasarana
pendidikan;

dan
pengembangan sarana prasarana
peribadatan; dan

. pembangunan Rumah Sakit
Umum Dacrah (RSUDJ.
Pusat Pelavanan

Kawasan  (PPk) Way  Serdang,
meiiputi:
1. pengembangan mdustry

o

6.

pengolahan hasil pertanian;

. pembangunan sarana air minum,
. peningkatan

jaringan jalan

produksi;

. pengembangan sarana keschatan

berupa Puskesmas;
pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
pendidikan; dan

pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
pertbadatan.

g. Perwujudan Pusat Pelayanan
Linckungan  (PPL)  Panca Jaya,

KETERANGAN

|

|
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meliputi:

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

pengembangan puskesmas
pembantu;

2. peningkatan pusat perdagangan;

3. pengembangan sarana dan
prasarana pertanian;

4. peningkatan jarnnmgan jaltan:

5. pembangunan Gedung Olah Raga
dan Kesenian (GOR);

6. pembangunan Perpustakaan
Dacrak;

7. pembangunan sarana pendidikan
(SD sampai Perguruan Tinggi);

8. pembangunan Balai  Latihan
Kerja (BLK);

9. pembangunan sarana air minun;
dan

10.  pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
peribadatan. |

h. Perwujudan Pusat Pelayanan \
~ Lingkungan (PPL) Rawa Jitu Utara, |
meliputi:

1. pembangunan jalan  produksi
pertanian;

2. penyvusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Masterplan
Kawasan minapolitan;

3. pembangunan Balalr Benih Tkan
(BB} au tawar;

4 penegembangan dan penimgkatan
pusat perdagangan;

S pembangunan dermaga angkutan
barang Minapohtan;

60 pembangunan lantar jemur dan |

KETERANGAN
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’ gudang pengumpuil; -
7. pembaneinan savana air bersihy
g R pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
~ pencidikan; dan
9. pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana
B # - - ) 7 i - peribadatan. -
Pasal 41 Pasal 41 | Pasal 41 -
(1)  Perwujudan sistem  prasarana lainnya | (1) Perwujudan sistem prasarana | disempurnakan.
schagaimana dimaksud dalam Pasal 39 avat lainnya sebagaimana dimaksud
(1) huruf ¢ terdiri atas: dalam Pasal 39 avat (1) huruf c ?
a. perwyjudan sistem jaringan energi dan terdiri atas:
kelistrikan; a.  perwujudan osistem jaringan ‘
b, perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan,;
telelkomunikast, b, perwwudan  sistem jaringan
, . perwujudan sistem jaringan sumber daya telekomunikasi; !
| air; dan c.  perwujudan  sistem  jaringan |
d.  perwvujudan  sistem jaringan prasarana sumber dava air; dan
vilayah lainnya. d perwuudan sistem jarigati
(2)  Perwujudan sistemn jaringan  energl  dan prasarana wilayah lainnva. } I
kelistrikan scbagaimana yang dimaksud pada | (2) Perwujudan sistem jaringan cnergi
avat (1) huruf a meliputi: dan kelistrikan scbagaimana vang
a—optmalisasi—Pembangkit —Listrik—Tenaga dimaksud pada avat (1) huruf a
Diecsel{PETD}di-Keeamatan -Me suji; ‘ meliputi:
. oprmalisasi  Pembangkit listrik energv a. optimalisasi Pembangkit listrik
baru dan terbaharukan; encrgy baru dan terbaharukan;
. penmgkatan pasokan dava listrik vang h.  peningkatan pasokan daya | !
berstunber dart energl terbarulkan U)HU]{‘ listrik  yvang  bersumber  dart
\ memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, | CNergl terbarukan untuk
| cdicm i nya—Pembanekit Jastrik—TFenasa memenuht kebutuhan o histrik
Ar—(PLTAY - —mikrolndro—tenaea— anein [ perdesaan;
} tepnea - eelombane laul dan4enaga—surva | . prmanfaatan batubara sebagan |
‘ i -perdesaan; sumber cnerygl denean \
b de pemnnfaatan batubara scebagai sumber 0 pengelolaon yvang . ramah ‘

Sl
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energl dengan pengelolaan vang ramah

lingkungan:

pembangunan  jaringan  transmisi  dan
distribusi hsirik sampal tingkat  desa,
terutama pada desa-desa vang belum
berhistrlk;

pengembangan  sumber encrer alternatif
sepertl tenaga surva can enaga angin
sesual  dengan  potenst  setempat  di

seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji,
dan

e, pembangunan PLTA  mikrohldre—pada

Perwujudan

beberapa kaw &stm—%ﬂ}g—ma%apaﬂyai
potensi-sumber daya-air- yang-memadai-ei
l;e (—\HI}qatiq 1 g ]}}q}aq }q(} 2{%}&’3*3{.7(1,'2’]}%68
Javas—Tanjane - Rava,—Mesuji—Mesud
Trardan-Rawa-Jia-Ytara:

ststem jarmgan  telekomunikasi

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
hurul b melipu:

a.

Perwujudan sistem jarmgan sumber

fasilitast pengembangan usaha pelayanan
telckomunikasi operator swasta/ Badan
Usaha Milik Negara (BUMN]):

penataan dan  efisienst  penempataan
Base Transceiver Station (BTS); dan
optimalisasi pemanfaatan tcknologi
mformast untuk operasionalisasi kegiatan
pemerintahaan dan usaha penduduk.
claya air

sebagaimana yang dimalksud pada avat (1)

hurul ¢ meliputi:

a.  melestartlkan kawasan huran sepadan
sungat;

b. poerbatkan embung-cinbung;

C meninegkatkan  kapasitaos DAS

melahu |

C.

Perwujudan
teleckomunikasi
dimaksuud

Imnl\ungdn

pembanaunan
transmist dan
sampai  tinglkat
padia desa-desa
herhistrik; dan

pengembangan  sumber  energl
alternatif seperti tenaga surya
dan tenaga angin sesuail dengan
potenst  setempat  di - seluruh
kecamatan di Kabupaten Mesuji.
sistem jaringan
sebagaimana yang
avat (1} huwruf b

jaringan |
distribust
desa, tcerutama
vang  belum

pada

meliputi:

a.

fasilitast pengembangan usaha
pelavanan telekomunikasi
operator swasta/ Badan Usaha
Milik Negara (BUMN);

perataan dan elisiensi
penempataan Base Transceiver
Station (BTS); dan

optimalisasi
teknologi
operasionalis
pemcrmtahaan
penduduk.

pemanfaatan
informasi untuk
sasi kegiatan

e
dan usaha

Perwujudan sistem jaringan sumber

cdaya air sebagaimana yang

o dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

ol

melestarikan k:xw:asan hutan
sepadan sungai;

perbatkan embung-cmbung;
memnekatkan  kapasitas
nelalur rehabilitasi

DAS

ll‘wtlll\'

kawasan

]
|
|
|
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d.

a.

b.

d.

Perwugudan
wilavah lainnva scbagaimana yvang dimaksud
pada avat (1) huraf d meliput:

RUMUSAN RAPERDA

rehabilitas: kawasan hutan; dan
penmelkatan
ersih.

pelavanan  penvediaan  air

sisterm o jaringan

pembangunan  prasarana  dan  sarana
utilitas perumahan, berupa jalan poros,

jalan lingkungan, jalan setapak, dan
drainase vang terletak di  kawasan
pemukiman  sidomulyo, brabasan dan

simpang pematang;

optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) di Wiralaga;

peimbangunan Tempat Pembuangan
Sampah  Sementara (TPS)  di - seluruh
Pusat Pelavanan Kawasan (PPK) maupun
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL):
penvediaan  prasarana  dan  sarana air

NI teriifama pndﬂ leavwasan rawan air |

minum di perkotaan dan perdesaan;
pembangunan Instalasi Pengolahan A
Limbah (IPAL) di KTM Meswji untuk
keperluan limbah industri;

pembangunan Instalasi Pengolahan Awr
Limbah (IPAL) di  Wiralaga untulk

perumahan;
peimbangunan drainase
Wiralaga dan

kanwasan
perkotaan kawasan

pedesaan,

pembangunan jalan lokal/hngkungan
kawisan perkotaan dan kawasan
pedesaan;

rehahilitast kawasan/ Ingkungan

permukiman;

1
Prasarand

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

hutan; dan
cl peninekatan
penvediaan air bersih.

pelavanan

Perwujudan sistem jaringan
prasarana wilayah laitnnya
schagaimana yang dimaksud  pada

ayat (1) huruf d meliputi:

a. pembangunan prasarana dan
sarana  utilitas  perumahan,
berupa jalan  poros, jalan
lingkungan, jalan setapak, dan
drainase yang terletak di
kawasan pemukiman sidomulyo,
brabasan dan simpang
pematang;

b. optimalisasi Tempat Pemrosesan
Alkhir (TPA) di Wiralaga;

c.  pembangunan Tempat
Pembuangan sampah

Sementara  (TPS)  di - scluruh
Pusat Pclayanan Kawasan (PPK)
maupun Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL);

d. penyediaan prasarana dan

sarana  air  minum  ferutama

pada kawasan rawan air minum

di perkotaan dan perdesaan;

pembangunan [nstalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) di

KTM Meswji untuk keperluan

limbah mdustri,

. pembangunan Instalasi
Pengolahan Atr Limbah (IPAL) i
Wiralaga untuk perumahan;

- pembangunan drainasec

jel
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Pola Ruang
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] penvediaan Ruang Terbulka Hijau (RTH) kawasan p("rkola:m Wiralaga
paca  kawasan  perkotaan Wiralaga, dan kawasan pedesaan:
Mesup Timur dan Simpang Pematang, h.  pembangunan jalan
k. pengembangan  prasarana  Jdan sarana lokal/lingkungan kawasan
perumahan, berupa jalan poros, jalan perkotaan dan kawasan
lingkungan, jalan setapak, dan drainase pedesaan;
vang tersebar di seluruh kecamatan,; 1. rechabihitas: kawasan
1. mengembangkan  jalur dan ruang linglkungan permukiman;
cvakuasi bencana; dan J- penyediaan  Ruang  Terbuka
m. penyusunan mitigasi bencana Hijau (RTH) pada kawasan
perkotaan  Wiralaga, Mesuji
Timur dan Simpang Pematang;
k. pengembangan prasarana dan
sarana  perumahan,  berupa
jalan  poros, jalan lingkungan,
jalan  setapak, dan  drainase
vang  terschar  dr scluruh |
kecamatan;
l. mengembangkan  jalur dan
mang evakuasi bencana; dan
- - - m. pcnyusunan mitigasi bencana.
Pasal 43 _ Pasal 43
Rencana  perwujudan  kawasan lindung | (1) Rencana perwujudan kawasan
sebagaimana yang dimaksud pasal 42 huruf a, lindung sebagaimana vang dimaksud
meliputi: pasal 12 huruf a, meliputi:
a. perwvujudan kawasan perlindungan a. perwvujudan kawasan
setempat; perhindungan setempat;
b. perwujudan  kawasan cagar budaya dan b. perwiyudan kawasan cagar
ilmu pengetahuan; dan budaya dan imu  pengetahuan;
c. perwujudan kawasan rawan bencana. dan
Perwujudan kawasan perlindungan serempat c. perwigudan enwasan rawan
sehagaimana vang dinaksud pada avat (1) hencana.
hurut «. meliput: (2} Perwujudan  kawasan  perlindungan
aomelakukan  identifikasy terhadap kawasan setempat sehagaimana y'mg
~sempadan sunear vang sudah merupakan | dimaksid pada avat (1) huruf

KETERANGAN 1

Pasal 43 ayat (4)
huruf a angka 5
disempurnakan dan
huruf b dihilangkan,
dengan adanya
perubahan, maka
hurut ¢ diubah
menjadi huaruf b
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(4)

kawasan budidaya;

h. mela

kukan penctapan tata batas kawasan

sempadan sungal; dan

c. melakukan
perlkotaan

kawasan
kawasan

terhadap
pada

penataan
vang Dberada

sempadan sungail.
Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetaliuan

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. mengendalikan

kegiatan budidaya yang

dapat mengganggu fungsi lindung kawasan;

b. pemberian

insentif terhadap kegiatan

budidaya yang menunjang fungsi hndung
kawasan; dan

c. pengelolaan dan pelestarian kawasan untuk
menjaga fungsi Iindung,.

Perwujudan

a.kawasan

kawasan rawan bencana

sebagaimana yang dimaksud pada ayvat (1)
huruf ¢ melipuu:

rawan  banjir ditakukan dengan

penanganan sebagail berikut:

1)

LN

=

melakukan kajian terhadap penyebab
banjir dan solusinya;

mereliabilitasi saluran draimnase;
Inprp]):;nmlr]
pembuangan/penggelontoran;
eningkatan sarana
enanganan bencana banjir;

!
I
peningkatan ketersediaan cathmant-cree
!
ot

saluiran

prasarana

i wta dacrah rawan banjir; dan

1ok menambah arca permukiman pada
kawasan hanjir;
periimdungan hulu (Jika
pcn\v{rm bangir dart dacrah bhulu); dan
Moenvu

daerah

SUIn p(t 1 Wy an bencana

hanjir |

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

.

- melakukan

e llleU

melakulean  identifikast terhadap

kawasan scempadan sungar yvang
sudah merupakan kawasan |
budidaya;

. melakukan penetapan tata batas

Lkawasan sempadan sungat; dan
penataarnn  terhadap
kawasan perkotaan yang berada
pada kawasan sempadan sungai.

Perwujudan kawasan cagar budaya
dan ilmu pengetahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b,

mehiputi:

a. mengendalikan kegiatan budidaya
vang dapat mengganggu fungsi
lindung kawasan;

. pemberian imnsentil terladap
kegiatan budidaya yang
HICHIU il fungsi lindung
kawasan; dan

c. pengelolaan dan pelestarian
kawasan untuk menjaga fungsi
lindung.

Perwujudan kawasan rawan bencana

schagaimana

yang dimaksud pada

avat (1) hurul ¢ meliputi

.

dilakukan
schagal

Kawasan rawan banjir

dengan penanganan

berikut:

1) melakukan  kajen o
penvebab banjir dan solusinya:

2} merchabilitasi saluran

A nase;

3) membanoun salhwran

rhadap

33
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dan menentukan 1 dur cvalkuasi
hencana banjir.

b karwasan—rawan— --bepeana— abrast feresi

ciadthiir-—densan—pepancanaen —sebagai

bertkut:

H—mclakakan—kajran—terhadan penyvebalb
abrast-dan-solasivas

2} merchabilitast-salvran-primers

S}—menanam-tanaman-bakaw;

d)—penctapanregudastalulintasatr;

S—penmngkatan-ketersediaan-—eathmeant-area
pada-daerah rawan bencana abrast

6 —peranamanmangrove —dan

7) perlindunean—Iritan— pantal——dari
ancrman-kerusalan.

. Kawasan rawain lkebakaran cdilakulkan

dengan penanganan scbagal berikut:

1) melakukan kanan terhadap penyebab
kebakaran dan Solusinya:

2} pernekatan sarana prasaratia
penanganan kebal{alan

3) membatasi pembangunan  permukiman
dengan tingkat kepadatan tinggi;

4) menvusun kebijakan untuk melindungi
masyvarakat, aset-asct sosial ekonomi
masvarakat berupa prasarana
permukiman, kawasan budidava dan
prasarana lamnva darr ancaman akibat
kebalkaran; dan

5) menvusun peta rawain bencana
kebakaran dan menentukan jalar
cvakuast beneana kebakaran.

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

4)  penmekatan sarana prasarana
penanganan bencana banjir,

5} penmgkatan ketersediaan
dacrah  tangkapan  air  pada
dacrah rawan banjir; dan

0) tidak menambah area
permukiman pada kawasan
banjir;

7) perlindungan daerah hulu (jika
penyebab banjir dari daerah
hutu); dan

8} Menyusun peta rawan bencana
banjir dan menentukan jalur
evakuasi bencana banjir.

b. Kawasan rawan kebakaran
dilakukan dengan penanganan
sebagal berikut:

1) melakukan kapan terhadap
peryebab kebakaran dan
solusinya;

2) peningkatan sarana prasarana
penanganan kebakaran;

3) membatasi pembangunan
permukiman  dengan  tingkat
kepadatan tinggi;

4) menyusun  kebiakan  untuk
melindungl masvarakat, aset-

aset soslial ckonomi
masyvarakal berupa prasarana
permukinian, kawasan
budidava dan prasarana

lainnva  dart ancaman  akibal
kKebakaran; dan

pembmm an/ )enggelontox an,;
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‘ Perwujudan
( lNawasan Budidava

|

MATERI RAPERDA

!
)
|
|

(1)

RUMUSAN RAPERDA

Pasal 44

Rencana  perwujudan kaw'mqn

sebagaumana vang dimaksud pasal

meliput:

a. program perwujudan hutan produksi;

. program perwujudan hutan rakyat;

. program perwujudan kawasan pertanian;

. program perwujudan kawasan perikanan,;

program perwujudan kawasan

pertambangan;

f. program perwujudan kawasan induastri;

g. program perwujudan kawasan pariwisata;

h. program perwujudan kawasan
permukiman; dan

1. progrant perwujudan kawasan peruntukan
lainnva.

Program

bucdidaya
42 hurul b

o

=Ny

perwiidan hiitan procduksi
sebagaimana vang dimaksud pada avat (1)
huruf a metiputi:

a-fasthitast—hkelompoek—dalamizinpengelolaan

hutan-produksis

b.pemasangan batas luar kawasan dan blok
pemanfaatan dan blolk perlindungan;

c. pembangunan  mirastruktur  pendukung
untuk pemanfaatan sumber daya air;

d.pembangunan lasilitas wisata alam;
fasilitasi pemasaran hasil produksi

[ fasthitnst kelestarion kawasan konservasi di

kehutanan dan perlkkebunan; dan \
HTL (Hm;m Tanam Industry) di register 45. “

Progran perwiucan hutan rakyad
schagaimama vang  dimaksud pada ayar (1)

RUMUSAN PENYEMPURNAAN |
?

kebakaran dan  mencentukan
jalur evakuasi hencana z
~ kebakaran. o J
Pasal 44 |
Rencana perwujudan lkawasan (
budidaya sebagaimana vang
dimaksud pasal 42 hurul b meliputi:
a. program perwujudan hutan
produksi; ‘
b. program perwujudan hutan
rakyat;
c. program  perwujudan  kawasan
pertanian;
d. program  perwuudan  kawasan
perikanan;
c. program  perwujudan  kawasan

pertambangan;

. program  perwujudan  kawasan
industri;

o. program  pcrwujudan  kawasan
pariwisata;

h.program  perwujudan kawasan
permukiman; dan

i. program perwujudan  kawasan

peruntukan lainnya.
Program perwujudan hutan produkst

schagaimana vyang dimaksud pada
avat (1) huruf a meliputi:
a.fasilitas: kemitraan dengan

memberdayakan  masyarakat i
sekitar kawasan hutan.
b.pemasangan luar
dan blok pemanfaatan dan

perhndungan;
c.opembangunan

kawasan

hlok

batas

infrastruktur |

ki
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Pasal 44 avat ()
hurul
disempurnakan

adan huaruf ¢
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RUMUSAN RAPERDA

huorud b, meliputi:
A mensitergikan
dengan kegiatan pertaniog;
bopemberian insentif kepada
pengelola hutan rakyat:
cosostalisast dan workshop
kawasan hutan rakyat; dan
d.peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Program perwujudan kawasan pertanian
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. program pengembangan pertanian tanaman
pangan meliputi:

1. peningkatan pelayanan irigast
teknis/desa  dengan jaminan  pasokan
air yang menculkupi. Perbaikan irigasi
dilakukan secara terprogam dan sesuai
prioritas dengan mengacu pacla kondist
terakhir dari irigasi teknis/desa vang
ada kondisi  irigast

pengelolaan hutan  rakvat

masvarakat

pengelolaan

pada  laporaii

terakhir;

peningkatan produksi pertanian sawah

melalw intensifikasi lahan;

3. untuk meningkatkan pendapatan petani
perlu  dikembangkan  padi  organik
bersertifikat schingea sebagian  hasil
panen dapat dijual dengan nilai ekonomi
vang tinggi;

4. diperlukan berbagar msentf (keringanan
pajak/retribust dan subsidi)  guna
meningkatkan produktvitas lahan dan
kinerja petani;

S penimoleadan esabion lahan pertanian
dengan menggunakan pupulk organilk;

perbatkan

(4)

mfrostrulour hertpa jn]:mi 7

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

pemanfaatan

pendukung untuk
sumber dava an:

d.pembangunan
alam;

e.fasiitast pemasaran hasil produksi
kehutanan dan perkebunan: dan

f. fasilitasi kelestarian kawasan
konservasi di HTI (Hutan Tanam
Industri) di register 45.

Program perwujudan hufan rakyat

sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a.mensinergikan pengelolaan hutan
rakyat dengan kegiatan pertanian,

fasilitas wisala

b.pemberian insentif kepada
masyarakat pengelola hutan
rakyat;

c. sostalisasi dan workshop

pengelolaan kawasan hutan rakyat;
dan

d peningkatan rchabilitasi hutan dan
lahan.

Program perwyjudan kawasan
pertanian sehagaimana yang
dimaksud pada avat (1) huruf ¢
meliputi:

a. progrant pengembangan pertanian
tanaman pangan meliputr:

L. peningkatan pelayanan irigasi
teknis/desa  dengan  jaminan
pasokan an vang mencukupl.
Perbatkan dilakukan

(erprosam sesuat

s
secard dan

prioritas dengan mengacu pada

_kondist_teralchir  dart irigasi |

a0
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~J

&

. program
hortikultura meliputi:

1.

o8}

RUMUSAN RAPERDA

usaha tani, JITUT, JIDES; J
penguatan  kKelembagaan  petant terkait |
dengan pengelolaan  lahan  dan “
iwigasi,  pengadaan  sarana - produkst. |
panen  dan  pengolahan  pasca “
termasuk pemasaran; dan
peningkatan sarana
ketahanan pangan.

pengembangan

aur

pancn

prasarana

pertanian

penctapan kawasan dan sentra
pertanian hortikultura untuk Mesuji;
penetapan komoditas unggulan secsuai
karakteristik sub kawasann;
peningkatan produksi
melalu intensifikasi

clstensifikast dan optimasi lahan;

komoditas
tahan,

pembangunan  prasarana  dan  sarana
pertanian.  seperti jalan  produksi,
peralaians budidaya  dan teknologi

peiigolahan pasca panen;
penguatan kelembagaan petani terkatt
dengan pengelolaan lahan, penggunaan

pupuk organik. pengangkutan,
pengolahan  dan pemasaran  serta

permodalan. k

. Rencana perwujudan kawasan perkebunan

mehputi:

1.

peretapa——delinast—kawasan |
perkebunan— vane—potensial—dan—tidak ‘
berada——padia— kawasiir—konservasi ‘
hodunge: dan

Peninaliatan—.
chbkalsin

wreilosn-

—prrodhibesi———lamoditas
—meldui- baptuvan —sarana !

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

Ui

S,

teknis/desa vang  adas pada

|
-

laporan kondisi irigasi terakhir

produks
melahu

peningliatan
pertantan sawah
mtensifikast lahan;

untuk meningkatkan

pendapatan petant perlu
dikembangkan padi  organik

bersertifikat sehingga scbagian

hasil  panen dapat dijual
dengan nilai ekonom yang
tinget;

diperlukan berbagai insentif
(keringanan pajak /ietribusi
dan subsidi) guna

meningkatkan produktivitas
lahan dan kinerja petan;
peningkatan kesuburan lahan
pertanian dengan
mengornakan papiik orgamk:
perbaikan infrastruktur berupa

jalan  usaha  tam, JITUT,
JIDES;

penguatan kelembagaan petant
terkait  dengan  pengelolaan
lahan dan air irigast,

pengadaan  sarana  produksi,
panen dan pengolahan  pasca
panen termasuk  permasaran;
dan

penmglatan sarana prasarana
ketahanan pangan.

b, procram pengembangan pertanian

hortkultara mehiputs:

I penetapan kawasan dan sentro |

&
|
)
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S L keterampilan budidava.

RUMUSAI\i RTAPERD!; | ‘
|
|
|

d Rencana perwagudan kKawasan peternalkan
mehputi:

I, pengembangan
sepertl kawasan

kawasan nteorasl

mtegrast perternakan -

tunaman  pangan  dan  hortukultura,
kawasan integrasit  perternakan, dan
perkebunan;

2. peningkatan pengetahuan dan‘
keterampilan para peternak sechingga
diperolehh  peningkatan populasi  dan

produksi pecternakan yang berdampak
terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat; dan

3. pengembangan pakan  ternak  lokal

dengan mengandalkan hasil
dan perilkanan lokal.
(5)  Rencana  perwiujudan  kawasan

pertanian

perikanan

sebagaimana vang dimaksud pada avat (1)
Lo al d mchputi:
. pCr lctapuxl batas kawasan;

b. pengembangan agribisnis perikanan;
¢.  peningkatan pengelolaan budidaya
perikanan;
d.  pengembangan kawasan minapolitan;
e. pcnm)mbdngan kawasan pengolahan ikan; ]
|

dan
[ pengembangan  sarana  dan  prasarana
produkst dan pemasaranhasil perikanan.
(6} Rencana perwujudan kawasan pertambangan
schasainiana dimaksud  pada avat (1)
huraf e meliputi:

|u-ni|wk;f11:m

vany

ToPraoran dan

penvelolaan
pembinann
perta

Serta
| n(lzlmz,

pengenihantigan

PO TSN

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

p< rlanian  hortikuliura untuk
Mesuj;

2. penetapan komoditas unggulan
sesuat karakterstik sub

kawasan;

3. peningkatan prociuksi
komoditas melalun intensifikasi
lahan, ekstensifikast dan
optimasi lahan;

4. pembangunan prasarana dan
sarana pertanian, seperti jalan

produksi, peralatan budidaya
dan  teknologi  pengolahan

pasca paincn; dan

o. penguatan kelembagaan petani
terkait  dengan  pengelolaan
lahan,  penggunaan  pupuk
organik, pengangkutan,
pengolahan dan  pemasaran
serta permodalan.

c. Rencana  perwujudan kawasan
perkebunan meliputi:

1. Pengembangan komoditas
unggulan scquai dengan
kesesuaian lahan; dan

2. peningkatan ploduktivitas
komoditas dilakukan melalui
penerapan budidaya tanaman
sehat, penyediaan sarana
produksi pertanian dan

dan |
mbanean (’l:mli

penimglkatan keterampilan
petant; dan

3. peninglatan produkst
komoditas melalur mmtensihikasi
Juban, - ekstensifikast - dan

|
|
|
l
|
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- -
SR kvt

o

melakukan kajian daya dulung
lingkungan untuk ckploitasi  bahan
tambang dan galian;

Fi\/ B cnergl meliputi: optimasi lahan. | - ,,,‘
\ . nventarisasi stimberdaya mineral, d. Rencana perwyjudan kawasan " i
pembinaan,  dan pengawasan  bidang peternakan meliputi: | ”
pertambangan sepertt batuan, mimeral 1. pengembangan kawasan | 1
non logam, nuneral logam dan batu bara mtegrasi sepert kawasan \
vang  berpotenst untuk  dieksploitasi Integrast perternalkan -
dalam skala ekonomn; tanaman pangan dan

hortikultura, kawasan mtegrasi
perternakan, dan perkebunan;

peningkatan pengetahuan dan
keterampilan  para peternak

3. menyusun profil potensi, proscdur dan

\
|
|
|
|
i
|

meckanisme  perizinan —serta rencana schingga diperoleh
bisnis atau bussines plan untuk peningkatan  populasi  dan
masing-imasing WUP, WPR, dan WPN; produksi  pcternakan  yvang
4. melakukan kajian sumberdaya energi berdampak terhadap l
alternauf untuk pedesaan; dan peningkatan pendapatan \
5. mclakukan  promost  untuk  menank masyarakat; dan " |
| mnvestasi pengembangan bidang | 5. pengembangan  pakan  ternak '
( pertambangan dan energi. lokal dengan  mengandalkan [
1 l b program penecmbangan  energl  alteriratil hasil pertanian dan perikanan&
meliputi: lokal. i
l. melakukan kajian pengembangan encrgi | (5) Rencana perwujudan kawasan |
alternatil, bekerjasama dengan berbagai perikanan sebagaimana yang \
lembaga seperti Departemen dimaksud pada ayat (1) hurul d \
Pertambangan, Encrgl dan Sumberdava meliputi;
Mincral, dan Lembaga Imu a. penetapan batas kawasan,; \
Pengetahuan Indonesia (LIPL); b. pengembangan agribisnis \
2. mencart sumber  pemblayaan  dan perikanan;
| mvestor untuk pelaksanaan c. penmgkatan pengelolaan \
“ \ pengembangan  Pembangkit Tenaga budidaya perikanan; ~
Listrik Panas Bunu (PLTP). d. pengembangan kawasan \
\ \ . upaya pendihan pasca kegiatan tambang minapotitan; |
| | serta alokasy pemantaatan ruang selelah izin e, pengembangan kanwasan ]
[ E tambang sclesan. pengolahian thate, dan | :
O L L

(7] Rencana poerwujudan lLanwasan mdustr . pengembanean sarand. dan
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prasarana
pemasaranhasil pertkanan.

' (6) Rencana perwiudan kawasan

pertambangan scbagaimana  vang

dimaksud  pada  ayat (1) hurut e

huruf f meliputn |

a.penctapan batas kawasan;

b.pengembangan dan peningkatan jarimgan
mfrastruktur penunjang kawasan;

c.pengelolaan kawasan  peruntukan i]]dUSII‘i‘ meliputi: |
sccara berkelanjutan; a. program peningkatan pengelolaan

d.pemberian  msentf terhadap pengusaha dan pengembangan, serta
mdustri yang mengelola industrinya secara pembinaan dan pengawasan
berkelanjutan; dan bidang pertambangan dan encrgl

e.lemu wicara dengan pengusaha kawasan meliputi:
dan pengusaha industri. 1. inventarisasi sumberdaya
 (8) program  perwujudan kawasan pariwisata mineral, pembinaan, dan
sehagalimana vang dimaksud pada ayat (1) pengawasan bidang
huruf g meliputi: pertambangan seperti batuan,
\ a.penyusunan Rencana Induk mineral  non  logam, mineral
Pentgembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); logamy  dan  batu bara  vang
bh.peningkatan kualitas obyek wisata; berpotenst untuk dieksploitasi
c.pengembangan dan peningkatan sarana dan dalam skala ekonomi;
prasarana penunjang wisaia: 2. meclakukan kajian dava
d.mendorong kegiatan clkonomi penunjang dukung hngkungan  untuk
wisata; ekploitast bahan tambang dan

c. pengembangan desa wisata; galian;

f. mensincergikan  kegiatan  lainnya  vang 3. menyusun profil potensi,
memiliki potensi sebagai dava tarik wisata; prosedur dan mekanisme
dan perizinan serta rencana bisnis

g.peningkatan sistem informasi wisata. atau  bussimes plan unituk

(9 Rencana perwujudan kawasan permuliman masing-masing  WUP,  WPR,
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan WPN;

huraf hy meliputi: 4. melakukan kajan sumberdaya

2. pembangunan perumahan untuls energl alternatif untuk

kebutuhan  penduduk melalul provram pedesaan; dan

pembangunan rumah bagl  masvarakat 5. melakukan  promost untuk

\)('-1‘1:)(‘n<1lm\‘il'm rendaly,  pembangunant | IS TRININ L olaod
| perumahapn PNSTNEPOLRIE pembanouanan L 7 _ pengembangan bdang [

E A
JERES SN, —_— *7 —
\ sebagaimana ymvr dimaksud p EeK: a\dl (1)
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pcrum 1han swadaya;
pembangunan p(]lnt,tkin'u'll'l perkotann di
Kawasan Sidomulvo, Simpang Pematang
dan
bencana  dan  memperhatikan  kearifan
lokal, vaitu:

1.

1>,

C.

program perwujudan permukiman
perdesaan meliputi:

1.

P\)

RUMUSAN RAPERDA »

SR *4,ﬁ*, (UMU WWEMPURNAAN

Mcesujr o Timur  berbasis mitigasi

tidak dibangun di sisi sungar dan
primer untuk menghindari runtuhan
tanah akibat longsor, baik longsor
akibat gecrusan air ataupun akibat
gempa; dan

permukiman seyogyanya harus
didukung dengan infrastruktur dasar,
sepertl sistem transportasi, air bersih,
listrik, telekomunikasi vang memadai,
sanitast  lingkungan  dan  adanya
pengelolaan sampah vang baik serfra
dilengkapi dengan fasilitas pendidikan,
kesehatan dan perdagangan; dan

Strultur bangunan  pada kawasan } (7)

perumahan disesuaikan dengan sosial
budaya se empat

|
identifikasi kebutuhian perumahan dan \
penyediaan  perumahan  perdesaan \
melalur  bantuan  pemermmtah  dan \
pembangunan perumahan swadayva; \
identifikast  kelompolk  permukiman ‘
perdesaan vang berada pada kawasan \
lindung dan budidayi,

klasifikasi kelompok permukiman yang
berada pada kawasan budidava yvang |
mempunyal akses tingul, sedoang, dan |
rendaly; dan

RUMUSAN PENYEMPURNAARN

Do (unbanqgm dan energi.

b, program  pengembangan  encrgl
alterna m meliputi:

1. mielakukan kajan
pengembangan cnergl
alternatif, bekerjasama dengan
berbagai leinbaga sepertl
Departemen Pertambangan,
Energi dan Sumberdaya

Mineral, dan Lembaga Illmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI);

2. mencart sumber pembiayaan
dan investor untuk
pelaksanaan pengembangan
Pembangkit  Tenaga  Listrik
Panas Bumi (PLTP).

c. upava pemulithan pasca kegiatan
tambang serta alokasi pemanfaatan
ruang sctelah izin tambang selesal.

Rencana perwujudan kawasan
industri scbagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf { meliputu:
a.penetapan batas kawasan;
b.pengembangan dan peningkatan
jaringan infrastrukiur penunjang
kawasan;

.pengelolaan kawasan  peruntukan

industri secara berkelanjuian;

d.pemberan msentif terhadap
pengusaha industri yang mengelola
mdustrinyva secara  berkelanmjutan;
dan

c.lemu wicara  dengan  pengusaha

kawasan dan pengusaha mdusir.

9]

_LU8) proerum - perwijudan - kawasan

r
!
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(10) Rencana
lainnva

RUMUSAN RAPERDA

identifikasi 1\'<:’It'ngkapa’m
dan sarana permukiman pada masing-
masing kelompok permulkaman.
perwujudan p(*rnmul\’un
sebagaimana padi

kawasan
vang  dmiaksud

avat (1) huwral 1 meliputi:

a. perwujudan

kawasan peruntukan

pertahanan dan keamanan mehputi:

.

b. perwujudan

penetapan batas kawasan;
pengembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana kawasan;

pengendalian  perkembangan kegiatan
di sekitar kawasan;
mensinergikan dengan keglatan

budidaya masvarakat sekitar; dan
sosialisast dan workshop peungelolaan
kawasan perrahanan dan keamanan.
kaowasan  peruntukan  RTH

meliputi:

th

penetapan batas kKawasain;
pengcembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana kawasan;
mensinergikan dengan kegiatan
budidava masyarakat sekitar; dan
soslalisast dan workshop pengelolaan
kawasan RTH.

prasarana

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

yang

scbdgdlm(md

pariw isata

cdimalksud  pada  avat (1) Luruf g

meliputt:

a.penvusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Dacrah

(RIPPDA);
b.penigkatan kualitas obveld wisata;
c.pengembangan  dan  penigkatan

sarana dan prasarana pcenunjang

wisata;
d.mendorong kegiatan
penunjang wisata;
. pengembangan desa wisata,;
f. mensinergikan kegiatan
vang memiliki potenst sebagai ¢
tartk wisata; dan

ekonomi

o

lainnya
lava

2. peningkatan sistem imformasi
wisata.
Rencana perwiyudan kawasan
permukiman  sebagaimana  vang
dimaksud pada ayat (1) hurul h
meliputi:
a. pembangunan perumahan untuk
kebutuhan penduduk melalu
program pembangunan rumah

bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, pembangunan
perumahan PNS,TNL POLRI,
pembangunan pemmuhan
swadava;

b. pembangunan
perkotaan di Kawasan Sidomulvo,

permukiman

Simpang Pematang  dan Mesuji
Tunur Lo basis lll;i;bxi o bicihoana

dan

memgwh atitkan

|
1
|
|
|
|
|
|

I((IIM(II]
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| No. l MATERI RAPERDA ‘L RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN
]
\
|

: fokal, vartu:
r I tidale dibangun di sisi sungai | ’
dan primer untuk |

|

akibat longsor, baik longsor

permukiman perdesaan yang

J berada pada kawasan lindung |
J iin budidava;

! menghindart runtuhan Lzmuhj
i [ akibat gerusan  air ataupun{ /
| akibat gempa; dan [ /
t 2. permukiman seyogyanya
harus didukung  dengan ’
infrastruktur dasar, sepert ’
sistem transportasi, air |
bersih, listrik, telekomunikasi f
yang memadai, sanitasi ;
r lingkungan dan adanya |
| pengelolaan  sampah yangl
} bak serta dilengkapi dengan
| f tasilitas pendidikan,
kesehatan dan perdagangan: /
| J dan
\ 3. sStuulktur bangunan  pada
‘ kawasan perumahan \ ,
] disesuatkan  dengan  sosial (
[ | budaya setempat. ‘
l C. program perwujudan | ’
J permulaiman perdesaan meliputi: | ’
| 1. identifikasi kebutuhan |
perumabian dan  penyediaan ’
J perumahan perdesaan - |
melaluy bantuan pemerinmh} ’
’ j cdan pembangunan [
| | pertmahan swadaya, | /
} 5 20 identifikasi kelomipols J /
’ |
| |



peruntukan lainnya  scbagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf i

RUMUSAN PENYEMPURNAAN
3. klastfikasi l\(lumpok
pernkiman vane  berada |
pada kawasan budidayas vang
menpunyeal akses  tinggl
sedang, dan rendah: dan
4. 1dentifikasi kelenglkapan
prasarana i sarana
permukiman  pada  masing-
masing kelompok
permukiman.
(10) Rencana perwyujudan kawasan

|
|

|
|
L
|
|

|
|

meliputi:

a. perwujudan kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan
meliputi:

1. penectapan batas kawasan,

2. pengembangan dan
peningkatan sarana dan
prasarana kawuasati,

3. pengendalianl  perkcebangan
kegiatan di sckitar kawasan;

4. mensinergikan dengan
kegiatan budidava masvarakat
sekitar; dan

5. sosialisasi dan workshop
pengelolaan kawasan |

pertahanan dan keamanan.

b. perwujudan kawasan peruntukan
RTH meliputi:

1.
2

pa

penetapan batas kawasan;

pengembangian dan
poninglntan Conmnn Ao
i o

prasarana kawasan,

|
|
|
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4. sosiabsast dan workshop

e e e — I o L I
No. | MATERI RAPERDA ‘ RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN J KETERAN(}AN
e e o
! 3. mensinergikan dengan*‘
lkeeratan budidaya masvarakat \
‘ selkitar; dan \
|

!
|
pengelolaan kawasan RTH '

{
|
| |
A/\gg‘T“*\ S L
|

\ cdisusun dengan ketentuan:

| a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk meneneal vang  kecenderungan |
| kevtatan clhotomt berskala kabupaten vang penecimbangan ruangnya ke arah
; didukung dengan fasilitas dan int'r(m[ruktur horizontar disendaiiken.

~ perkotaan vang  sesuni denonn kegiatan | (3] Kefentuan umuim peraturan Zonasi

b et e e e s vl

Pasal 48 Pasal 48 Pasal 48 aval (1)
(1)  Ketentuan umum peraturan zonast sistem | (1) Ketentuan umum  peraturan zonasl | hurufa
pusat kegratan sebagaimana dimaksud dalam sistern pusat kegiatan sebagaimana | disempurnakan
pasal 47ayat (3) huruf a terdiri atas: dimaksud dalam pasal 47ayat (3)
a. PIKW; huruf a terdiri atas:
b. PKL; k a. PKWp;
| c. PKLp; h. PKL;
|‘ d. PPK; dan ¢. PKLp;
e. PPL. d. PPK; dan |
(2)  Ketentuan umum peraturan  zonast  PRKW c. PPL. \
| i scibagaimann dimaksud pada ayat (1) huruf a | (2) Ketentuan umum peraturan 7onax1~‘
i \ disusun dengan ketentuai: PKW  scbagaimana dimaksud pada ‘
| a. pecmanfaatan ruang untuk keglatan avat (1} huruf a disusun dengdni
i j clronomi perkotann berskala provinsi vang ketentuan: |
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur a. pemanfaatan ruang untuk
‘ ‘ perkotaan vang sesual dengan  kegiatan | kegiatan ekonomi perkotaan
\ ekonomi yang dilayaninya; dan berskala provinst yang didukung
] ' b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan fasilitas dan infrastruktur
| | scbdgdl pusat pm‘{mkim:m dengan tngkat pcrkotaan vang sesqai dengan
‘ | Intensitas  pemanfaatan ruang mencngah‘ kegiatan ekonomi yang
’ vang kecenderungan pengembangan dilavaninva; dan
] ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. b. pengembangan  fungst  kawasan
! \ (3) Ketentuan  umum  peraturan  zonasi  PKL perkotaan schagai pusat |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b permukiman dengan tingkat
t mtensitas  pemanfaatan ruang
l
!

,7_._~ e —
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No. | MATERI RAPERDA i RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
I ekonomi vine dilayaninva: PRI, sebagaimana dimaksud  pada -

b kecratan vang diperbolehlian dengan svarat avat (1) huarul b disusun  dengan
mebhpute FISIBA S dan KASIBAL industn ketentuan:
rumah taneea; a. Memperhatikan pentanfaatan

e kegratan vang tidalk diperbolehkan meliputi ruang untuk  kegiatan  ckononi
perdacancan  modern  seperti perkulakan, berskala kabupaten vang
hypermarket,  industri mcenengah, dan didukung dengan  fasilitas  dan
industrt besar; mfrastruktur  perkotaan  yang

d. pelarangan kegiatan mdustri vang sesual dengan keglatan ckonomi
menghasilkan B3; yvang dilayaninya;

e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang b. kegiatan yang diperbolech kan
untuk pengembangan kawasan dengan syarat meliputi LISIBA dan
permukiiman dengan intensitas kepadatan KASIBA, industri rumah tangga;
rendah hingea menengah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan

f prasarana  minimum setiap kegiatan mehiputi  perdagangan  imodern
perdaganean dan jasa wajib menvediakan seperti perkulakan, hypermarket,
arcal parlar dan areal bongkar muat vang mdustri menengah, dan industri
proporsional  dengan jems  keglatan vang besar;
dilayani; dan d. pelarangan kegiatan industri yang

g sctiap kapling harus seecara proporsional mcnghasilkan B3;
menyediakan ruang terhuka hijau. e. peraturan uilensitas pemalilaatan '

Ketentuan wuaum  peraturan zonast PKLp ruang untuk pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ kawasan permukiman dengan

disusun dengan ketentuan: intensitas kepadatan  rendah

a I\/Icmperh'iliiiaan pemanfaatan ruang untuk hingga menengah;
kegiatan ekonomi berskala kabupaten vang [. prasarana minimum sctiap
didukung dengan fasilitas dan mfrastruktur kegiatan perdagangan  dan jasa
perkotaan  vang sesual  dengan  keglatan wajib - menvediakan areal  parkir
ekonomi vang dilayaninya; dan areal bongkar muat vang

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat proporsional dengan jenis kegiatan
mehiputn - LISIBA  dan KASIBA,  industrl yang dilayani; dan |
runah tangega; o, selap kapling  harus  sccara

ooeoiatan vane fdak diperbolehkan melipud proporsional nenyediakan ruang
pc‘rd'—iuzm:';n' modernn berupa perlkulakan, terbUisa Hiau.

_ bypermarket, industin - meneneah. dan _hetentuian . unnam  peraturan - zonast |
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\ No. ( MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA . RUMUSAN PENYEMPURNAAN ‘L

T T
|

dimaksud pe vad
cisusun (ltﬂgdn

industri besar; JI Pl\'Lp sebr 1gdlnldl]d
ayat (1) hurul ¢
ketentuan:
4. Memperhatikan pemanfaatan
ruang  untuk keglatan  ekonomi
berskala kabupaten vany,
didukung dengan  fasilitas  dan
infrastruktur  perkotaan  vyang
sesuail dengan Kkegiatan ckonomi
yang dilayaninya;
kegiatan yang diperbolehkan

d. pelarangan kegiatan industr: vang,
menghasilkan B3,

e. peraturan  intensitas  pemanfaatan  ruang
untuk pengembangan kawasan
permukiman dengan intensitas  kepadatan
rendah hingga mencengah;

f prasarana mmimum  setiap  keglatan
perdagangan dan jasa wajib menyediakan
arcal parkir dan areal bongkar muat yang

proporsional dengan jenis kegiatan yang .

dilayani; dan

dengan syarat mcliputi LISIBA dan
KASIBA, industri rumah tangga,;

perdagangan dan jasa waph menyediakan

_areal parkir dan areal hongkar muat yang

g. setiap kapling harus secara proporsional
nenyediakan 1uang terbukea hijau. kegiatan vane tidak diperbolehkan
Ketentuan umum  peraturan  zonasit  PPK meliputi - perdagangan  modern
sebagalmana dimaksud pada avat (1) huruf d \ berupa perkulakan, hypermarket,
disusun dengan ketentuan: imndustri menengah, dan mdustri
a emperbatikan pemanfaatan ruang untuk hesar;
kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang | d. pelarangan ke”iatan industr yang
Aidnkunge denean fasilitas dan infrastruktur | menghasilkan B3
perkotaan vang sesuai dengan kegiatanf peraturan llltGllbltaS pemanlaatan
ckonomi yang dilayaninya; ruang untuk pengembangan
b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kawasan  permukiman  dengan
perdagangan modern seperti  perkulakan, mntensitas kepadatan rendah
hypermarket, industri  menengah, dan hingga menengah;
mdustri besar; prasarana minimum setiap
\ c. pelarangan kegiatan imdustri yang keglatan perdagangan dan  jasa
’ menghasilkan B3; wajlh menvediakan areal parkir
| d. peraturan mtensitas  pemaniaatan  ruang dan arcal Dbongkar muat vang
untuk pengembangan kawasan proporsional dengan jenis keglatan
permukiman dengan  intensitas kepadatan vang dilayant; dan
rendah hinega menengah; setinp  kapling  harus  secara
\ e prasdaratia mintmuin seitap kegratan pl*upursi(,)nz—il menyediakan  rniang
|

Vbuha bijau.

(5) Ketentuan  umunm peraturan  zonasi




MATERI RAPERDA

a.

b.

ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul «
disusun dengan ketentuan:

RUMUSAN RAPERDA

I

1

dengan kegratan

proporsional vang,
dilayvani; dan

setiap kapling harus
menvediakan rmang terbuka hijau.

Lnumnl p(‘l'Ethll‘llI] Z0onasi

jents

seeara proporsional

PPL

mempcerhatikanpemanfaatanruanguntulkke
giatanckonomiberskalakabupaten yang
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur
perkotaan yang sesuai dengan kegiatan
ekonomi yvang dilayaninya;
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
perdagangan  modein perkulakan,
hvpermarke(, industri dan
imdustrt besars
pelarangan |
menghasilkan B3; ]
\
|

seperti
menengal,
keglatan industri vang,
peraturan intensitas pemanfaatan ruang
untnl penoembangan kawasan
permukiman dengan intensitas kepadatan
rendah hingga menengah; dan
setiap kapling harus secara proporsional
menyediakan ruang terbuka hijau.

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

(]) hul ,1f l disusun (,l( ngan Retenfian:
A memperhatikan pemaniaatan |
ruang  untuk  keglatan
herskala kecaniatan
didukung  dengan  fasilitas
mfrastruktur perkotaan
sesuat dengan keglatan ekonomi
vang dilayaninya;

kegiatan yang tidak diperbolehkan
meliputi  perdagangan modern
seperti1 perkulakan, hypermarket,
industt menengah, dan industri
besar;

pclarangan keglatan mdustri vang

Cclkorioni
Vang,

dan
viang

C

|
o

menghasilkan B3,
peraturan intensitas pemanfaatan |
ruang untuk pengenibangan
kawasan  permukiman  dengan
intensitas kepadatan rendah
hingga menengah;
prasarana minimum
kegiatan perdagangan dan
wajib menyediakan areal parkir
dan arcal bongkar muat vang
proporstonal dengan jenis kegiatan
vang dilayani; dan
f.  setiap  kapling
proporsional  menyediakan
terbulkea hijau.
Netentuan  vmum peraturan
PPL sebacaimana dimaksud pad
(1) hurul e disusun dengan kclcmmm.
A, mctperbinthanponandactoniaang

unml I\LUILU(lHC‘k()IJ(WIﬂlb(‘I‘\lﬂ ale lm

seuap |
Jasa

harus  secara
niang

zONasl
avadl

|
|
|
|
|
|
|
|
|
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MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

Pasal 50
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
prasarana energi dan kelistrikan  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47avat (3) huruf ¢ meliputi:

a. keberadaan pembanghkit listrik disusun dengan
memperhatikan pemanfaatan ruang di sckitar
pembangkit stk dengan memperhatikan
Jarak aman dari kegiaran lain;

b. ketentuan zonast untuk jaringan  transmist

tenagea listrik disusun dengan memperhatikan
ketentuan——pelansaaran— peananfnatan—raane
‘ hobae i ceppniano—a e ransmibst —seshia)
denguir —ketentuan peraturan perundang-
undangan;

49

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

bupaten  vang didukung dengan
[asilitas dan mirasirukiur
perkotaan vang  sesuat dengan |
ckonomi vang |

KETERANGAN

;
f
|
| .
i Keglatan
] dilavaninya;
\ kegiatan yang tidak diperbolehkan
‘ meliputi perdagangan  modern
| scperti perkulakan, hypermarket,
industrt menengah, dan industri
besar;

c. pelarangan kegiatan industri yang
J menghasilkan B3;
|
|
|
/
(
|

d. peraturan intensitas pemanfaatan
ruang untuk pengembangan
kawasan  permukiman dengan
intensitas kepadatan rendah
hingga menengah; dan

e. setiap  kapling  harus  secara

proporsional menyediakan ruang |
terbuka hijau.

Pasal 50
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem
jaringan prasarana energi dan Kkelistrikan
scbagaimana  dimaksud  dalam  pasal
A7avat (3) huruf ¢ meliputi:
a. memperhatikan jarak aman dan akrab
hngkungan darn keglatan;

| Pasal 50
| disempurnakan

bh. keberadann pembeangkil hstrik

( cdisusun dengan memperhatikan

f pemanfaatan ruang o di selatar

| pembangkit listrik dengan

J memperhatikan - jarak  aman dan {
J‘ kegiatan tang

L0 ketentuian zonasi untuk ﬁ\](ﬁl;ﬂlﬁﬁi!ﬁ I

—— g
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Ixetemuan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang,

|
|

RUMiUSAN R.l;PEiQD:A (

membatasi krmlamn penw mb: mgan di s sckitar
lokas) Pembanekit-tastak-Tonaga-DieselRETD)

a. pembatasan penonfaatan . hasil huatan
untuk menjaga kestabilan neraca sumber
daya kehutanan; dan

pendirian bangunan dibatast hanyva untuk

nunjang 7 E‘]ﬁ;}]Ifnzltanihqsid

dan Pembanghkat hstrik Tenaga Uap (PLTU) vang
terdapat  di Kecamatan  Mesuji,  KNecamatan | d.
Simpang Pematang, kecamatan Tanjung Raya,
dan Kecamatan Way Serdang;dan
SPPBIE tidak  diletakkan cli kawasan
permukiman dan disesuaikan dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
e.
o Pasal 56
Ketentuan umum peraturan zonasi pada| (1)
kawasan  budidava  scbhagaimana  dimaksud
dalam Pasal 54 hurut b imeliputi:
a. kawasan hutan produksr;
b. kawasan hutan rakvat;
o kawasan peruntukan pertanian, |
d. kawasan peruntukan perikanan; )
e. kawasan peruntukan pertambangan,; »
f. kawasan peruntukan imndustri;
g. kawasan peruntukan pariwisata; l
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
1. kawasan peruntukan lainnya.
Ketentuan umum  peraturan  zonasi untuk
kawasan hutan  produkst  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul a, disusun
dengan memperhatikan: \ (2)
|
1
|
‘
|

_ne keotatnn

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

Cten: 14 listrik  disusun
dengan . memperhatikan Ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menbatas) kegiatan pengembangan di

ll (mqmlw

sekitar  lokasi Pembangkit  histrik
Tenaga Uap (PLTU) yvang terdapat di
Kecamatan Mesuji, Kecamatan
Simpang Pematang, Kecamatan
Tanjung Raya, dan Kecamatan Way
Serdang;dan

SPPBE tidak diletakkan di kawasan
permukiman dan disesuaikan dengan

peraturan perundangan yang berlaku. |

Pasal 56
Ketentuan umum peraturan zonast
pada kawasan budidava
schagannana dimaksud dalam Pasal
54 hurat b meliputi:

a. kawasan hutan produkst,

b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan
pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

kawasan peruntukan pariwisata;

kawasan peruntukan

pernukiman; dan

1. kawasan peruntikan lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi

untul  kawossan  hutan  produksi

schagaimana dimaksud pada avat (1)

hurul dengan

nienIper e,

a. Pengembalion

A, disusun

dd (111

|
|
r
|
|
|
l

|

i
f

- pel mam apan : -

Hu

KETERANGAN

Pasal 56 ayatﬁ)
dan ayat (0)
disempurnakan




J—MATERI RAPERDA

I

No.

RUMUSAN RAPERDA

hutan.
Ketentuan  unmumn  peraturan zonasi  untuk
Lonwvasan hatan rakyat scbagaimana

dimaksud  pada avat (1) Inwal b, disusan

dengan memperhatikan:

a. kegiatan  pengusahaan hutan  rakyat
diperkenankan dilakukan terhadap lahan -
lahan vang potensial dikembangkan di
seluruh wilayah kabupaten dan kota;

b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak
diperkenankan mengurangi fungsi
Imdung, sperti mengurangi keseimbangan
tata air. dan lingkungan sekitarnya,;

c. pengelolaan hutan rakyat harns mengikuti

peraturan perundang-undangan  vang
berlaku;

d. pengusahaan hutan rakyat oleh badan
huakum dilakukan harus dengan

mclibatkan masyarakat setempat; dan

hutan rakyat dapai
dalibifungsikan untuk kegiatan lain setelah
potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan

C. kawesdarl

sesual  peraturan  perundangan - yang
berlaku.
Ketentuan  umum  peraturan zonast untuk

kawasan perunrukan pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurut ¢, disusun

dengan memperhatilkan:

a. pada kawasan pertaman dapat dibangun
bangunan hunian, [asilitas dan
ckonomi  secara  terbatas Sestal
lebutuhan;

bhobahan

sosial
dan

berkelanjutan
melipuin - sawah

beririgasi semi |

Derfanian panean
lahan  Dberirigast
berrteast  feknis, sawah

bHerupa

RUMUSAN PENYEMPURNAAR

.

fungst kawasan hutan produkst.
pembatasan hasil
hutan untuk mengaga kcsr;rﬂ)i[unj
neraca sumber dava kehutanan; |
|

pemamlaatan

dan

pendinan  bangunian  dibatlas
hanva untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan.

Ketentuan umum peraturan zonasi

untuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b,

memperhatikan:
a.

C.

kawasan  hutan rakyat

disusun dengan

keglatan  pengusahaan  hutan
rakyat diperkenankan dilakukan

terhadap  lahan lahan yang
potensial dikembangkan di
seluruh wilayah kabupaten dan
kota;

kegiatan  pengusahaan  hutan
rakyat tidak diperkenarnkan

mengurangt fungsi iindung, speiti
mengurangi keseunbangan tata
air, dan lingkungan sekitarnya;
pengelolaan hutan rakyat harus]
mengikutt peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
pengusahaan hutan rakyat oleh

badan hukum ditakukan harus
dengan  melibatkan  masyarakat
sctempat; dan
kawasan  hutan  vakvar (la_pnl'
dalthfungsikan ik kegiatan
[l scicdads potennt o harmn

, - !
tersebur dimaonfantlen daa

KETERANGAN




No. LMATERI RAPERDA

a. dapat  dibaneun bangunan

RUMUSAN RAPERDA

teknis, sawah b(‘ril‘igz'lsi sederhana, dan
sawal pedesaan tudak boleh
dialihfungsikan;

¢. kegiatan budidava pertanian lahan

beririgast dan [ahan tdak beririgasi tidak
diperkenankan menggunakan lahan vang
dikelola dengan mengabaikan kelestaman
lingkungan, misalnya penggunaan pupuk
yang mentmbulkan dampak
terhadap lingkungan, dan pengolahan
tanah vyang tidak memperhatikan aspek
konservasi;

d. peruntukan budidaya pertantan pangan
lahan beririgasit dan lahan tidak beririgasi
diperkenankan untuk diahhfungsikan
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlalau, kecuali

lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan  vang  telah  ditetapkan
dengan undang-undang;

e. pada kawasan budidaya pertanian
diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan vang

bersifat mendukung kegiatan pertanian;

f. dalam kawasan pertanian masih
diperkenankan dilakukan kegiatan wisata
alam secara  terbatas,  penelittan dan

pendidikan; dan
ckegiatan pertaman udak
dilakukan di dalaim kawasan lindung,.
KNetentuan umum  peraturan untuk
Kawasan peruntukan perikanan sebagatmana
dimaksud  pada (1) huarul d, disusun
dengan nemperhatiiu.

[bje]

ZONASI

:'l)’(il

hunian,

negatil

diperkenankan

()

\
I

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

serundanean
=

sesual p( raturan
vang bertaku.
LU

Ketentuan peraturan zonasi

untuk kawasan peruntukan
pertanian  sebagaimana - dimaksud
pada  avat (1) huwaf ¢, disusun

dengan memperhatikan:

a. pada kawasan pertanian  dapat
dibangun bangunan hunian,
fasilitas sosial dan ekonomi secara
terbatas dan sesuai kebutuhan;

b. lahan pertanian pangan
berkelanjutan berupa lahan
beririgasi meliputi sawah

beririgasi teknis, sawah beririgasi
semi o teknis,  sawah  beririgasi
sederhana,
tiddak boleh dialihfungsikan;
C. kc@i“xlan budidaya pertanian
1an beririgast dan lahan tidak
bern‘lgasx udak  diperkenankan
menggunakan lahan vaig dikelota

dengan mengabaikan kelestarian

lingkungan, misalnya penggunaan

pupuk yang menimbulkan

dampak negatif terhadap

Iimgkungan dan engolahan
o o ’ -

tanah vang tidak memperhatikan
aspel konservasi;

c. peruntukan l)uchdaya pertanian
pangan lahan beririgast dan lahan

tidak  heririgast  diperkenankan
nntuk diabihfungsikan  sesual

lotentuan
rundang-undangan

VI poraturan

>
E(

dan sawah pedesaan

|
|
|

vang
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ckonomi  secara

terbatas can sesual kebntuhan:
kawasan budidava perikanan ticlalk

diperkenankan berdekatan dengan
Kawasan vang bersifat polutif;
dalam perikanan

diperkenankan adanva kegiatan lain

masih
vang

kawasan

bersifat mendukung kegiatan penkanan
dan pembangunan sistem jaringan

prasarana sesuai Ketentuan yang berlaku;
kawasan perikanan diperkenankan untuk
dialihfungsikan sesuail dengan kctentuan

peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku:
dalam kawasan perikanan masih

diperkenankan dilakukan kegiatan wisata

alaim  secard dan
pendidikan;

kegiatan perikanan tidak diperkenankan
cilakukan di dalam kawasan lindung;
kegiatan vang tidak diperbolehikan di

kawasan peruntukan perikanan meliputi

terbatas,  penelitian

segala aktivitas budidaya yang akan
mengganggu  kulaitas  perairan  umum
untuk pertkanan  darat, juga  dilarang

kegiatan perikanan dengan mcenggunkan
bahan kimia, bahan Dbiologis,  bahan
peledals, alat dan cara, dan atau bangunan
yang dapat merugikan atan
membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan hnekuangannva; dan

Pemanfaantan sumber dava perikanan tidak
holeh melebihn potensy lestart.

Ketentuan  umum peraturan Zonast  uittuis
kawasan peruntukan pertambangan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

berlaku, kecuall lahan pertanian
tanaman bherkelanjutan
vang  telah  ditetapkan  dengan
undang-undang;

pPAngann

. pada kawasan budidaya pertanian

diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilavah dan bangunan
vang bersifat mendukung kegiatan
pertanian;

dalam kawasan pertanian masih

diperkenankan dilakukan
kegiatan wisata alam  secara
terbatas, penelitian dan

pendidikan; dan

kegiatan pertaiian
diperkenankan dilakukan
dalam kawasan lindung.

tidak
i

Ketentuan umum peraturan zonasi

untuk kawasan peruntukan

perikanan  sebagaimana  dimalksud

pada ayat (1) huwul d, disusun
dengan memperhatikari.

a. dapat dibangun bangunan
hunian, fasilitas sostal  dan
ckonomi secara lerbatas  dan
sesual kebutuhan;

h. kawasan  budidava  perikanan

~_pembangunan  sistem jatingan

tidak diperkenankan berdekatan
dengan  kawasan  yang  bersifat
polutif;

dalam kawasan perikanan masth
diperkenankan adanya kegiatan
lain  yang bersifat mendukong

poerilzonan A |
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| sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢, prasarana sesual ketentuan yang ]
disusun denean mermperhatikan: berlaku, |
o kesetmbancan antara biava dan manfaat cd  kawasan perikanan
serta kesennbangan  antara  resitko  dan cliperkkenankan untuk 1
manfaat; dialihfungsikan  sesuai  dengan | 1‘
b. pengembangan  kawasan  pertambangan ketentuan peraturan perundang-
dilakukan  dengan mempertimbangkan undangan yang berlaku;
potensi bahan galian, kondisi geologi dan .. dalam kawasan perikanan masth |
| geohidrologi  dalam  kaitannya dengan diperkenankan dilakukan
kelestarian lingkungan; kegiatan wisata alam secara
c. pengembangan kegiatan pertambangan terbatas, penelitian dan
diarahkan pada kegiatan penambangan pendidikan; |
logam seperti batu bara dan tambang f. kegiatan perikanan tidak
bulkkan logam seperti pasir kuarsa, dan diperkeuankan dilakukan i
pasir besi vang terletak di Kecamatan dalam kawasan lindung;
Mesuyi, hecamatan Tanjung Raya, g. Keglatan yang tidak
Kecamatan Pancajaya, Kecamatan r diperbolehkan di kawasan
Simpang  Pematang, Kecamatan Way\ peruntukan  perikanan  meliput
Serdang, Rawa Jitu Utara dan Kecamatan scgala aktivitas budidaya vang
Mcesuji Thmur; ‘ alkean meneganggeu kulaitas
d. pengelolaan kawasan belkas pecnambangan perairan umum untuk perikanan
harus dirchabilitasi sesual dengan zona darat, juga dilarang kegiatan
peruntukan yang ditetapkan, schingga pertkanan  dengan menggunkanl
menjadi lahan yang dapat digunakan bahan lumia, bahan biologis,
kembali sebagar kawasan hijau, ataupun bahan peledak, alat dan cara,
\ kegiatan budidava lainnya dengan tetap dan atau bangunan yang dapatJ
memperhatikan aspek kelestarian merugikan ataun membahayakan
lingkungan hidup; kelestarian sumber daya ikan dan “
c. setiap  kegiatan  usaha  pertambangan hmegkungannya; dan
| harus  menvimpan  dan  mengamankan h. Pemanfaatan sumber daya
| tanah wtas untuk  keperluan 1‘6]7;’11)ilimsi‘ perikanan tidak boleh  melebihi |
| ‘ lalhhan bekas penamhbangan: \ potensi lestart. |
' } Fpada— dwisan. VA Re teridentdikast | (O) 0 Ketentuan umuum peraturan zonasi |
| pertambanean - minvak  dan—egas —yange | Ltk Lkawasan peruntukan
| bernilin *‘!i()H('I'i'li'4"1.}41;3,";’;;;%32(‘}]\[;%ﬁjﬁjﬁﬂiﬂ pertambangan . sebaganmana
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JQ

Ketentuan
lkawasan
dimaksud

jarak pacar dan tanaman nilam: dan

hama —-atas—kawasai ——p{ -nambangan
mehput -kawasan—tidune «tau—kawasan
budidava—sawah—yane—tdak —boleh—alth
finesi—atat kavwasan—peranuldaman—naka
eksplorasi dan fatau—eksplottasi-—tantbang
harus——dsertat——Anahsis——-Dampals |
mglkungan—AMDAL): kelayvakan—seeara
hnslkansan— —seostal,—{isik—dan——~ckononn
terhadap—pengaruhnva —dalam—janska
panfanedan—skalayansgtuas:

menghindari dan meminimalisir
kemungkinan timbulnya dampak negatif
dari kegiatan sebelum, saat dan setelah
kegiatan penambangan, sckaligus disertal
pengendalian yang ketat;
pemanfaatan lahan bekas tambang
merupakan lahan marginal untuk
pengembangan  komoditas  lahan  dan
memilikt nilai ekonomi seperti tanaman

vang

disekitar
kegtatan

Pengaturan  bangunan lain
mstalasi dan peralatan
pertambangan yang berpotensi
menimbulkan bahaya dengan
memperhatikan kepentingan daerah.

umum peraturan zonast untuk
peruntukan mdustri sebagaimana
ayat (1) hurut [, disusun

pada

dengan memperhatikan:

al.

untuk  memingkatkan  produktifitas  dan

Kelestarim ligkungan pengembangan

kawasan mdustri harus memperhatikan

aspek ckologis;

mdustrl
1san

kawasan
berhata

fokast
diperkenankanm

|
tidalk ‘
langsimye |

- - -

dimaksud
disusun dengan memperhatikan:

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

.

¢ setap

ay;ll 7(1) hurut c,

pada

keseimbangan antara biava dan ‘
manfaat kescimbangan |
antara resiko dan manlfaat,

leawa

serta

pengembangan san
pertambangan dilakukan dengan
mempertimbanglkan potensi
bahan galian, kondisi geologi dan
geohidrologi  dalam  kailannya
dengan kelestarian ingkungan;
pengembangan keglatan
pertambangan diarahkan pada
kegiatan  penambangan  logam
seperti batu bara dan tambang
bukan  logam  seperti  pasir
kuarsa, dan pasir best vang
terletak  di - Kecamatan  Mesujt,
Kecamatan Tanjung Raya,
Kecamatan Pancajaya,
Kecamatan Simpang Pematang,
Kecamatan Way Serdang, Rawa
Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji
Timur;
pengelolaan
penambangan

bekas
harus

kawasan

dirchabilitast sesuai dengan zona
peruntukan  vang  ditetapkan,
schingga  menjadr  lahan  vang

dapal digunakan kembalt sebagai
kawasan ljau. ataupun kKegiatan
budidayva lainnva  dengan  tetap

memperhatikan aspek kelestarian
nngkungan huduap,
_ kegiotan

tLSf*m,Li/,,,,iM,,

KETERANGAN
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dengan kawasan permukiman;

c. pada  kawasan  industrt diperkenankan
adanva permukiman penunjang kegiatan
mdustr: vang dibangun sesual ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pada kawasan mduistri masilh
diperkenankan  adanya  sarana = dan
prasarana wilayah sesuat dengan
ketentuan yang berlakuy;

e. pengembangan kawasan industri harus

dilengkapt dengan jalur hyau (greenbelt)
sebagal penyangga antar [ungsi kawasan,
dan sarana pengolahan limbah.

f. pengembangan zona industri yvang terletals
pada sepanjang jalan arteri atau kolektor
harus dilengkapi dengan  frontage road
untule kelancaran aksesibilitas;

g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi
dengan upava pengelolaan lingkungan dan

upava pemantauan  hnekungan  serta
dilakukan studi AMDAL
(8) Ketentuan umum peraturan zonast untuk
- kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf g, disusun
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya
masyarakal sesual dava dukung dan daya
tampung lingkungan;

b. perlindungan terhadap situs peninggalan
kebudayaan masa lampau; dan

c. pembatasan  pendirian bancunan  hanva
untuk menunjang kegiatan pariwisata.

(9)  ketentuan wnnun peraturan zonasi untuk

I
i kawasan peruntukan permukiman
: sebavaimana dimoksud pada avat (1) hurufl h, |

56

ETERANGAN )

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

pertambangan harus menyimpan
dim mengamankan  tanah  atas
untuk  keperluan rehabilitas
tahan bekas penambangan;

f. AMDAL atau UKL-UPL untuk
semua aktvitas pertambangan i
semua  kawasan  adalah  wajib,
apabila udak layak  maka
aktivitas pertambangannya
ditolak butuh  analisa
lanjutan.

g. menghindart dan meminimalisir
kemungkinan timbuinya dampak

atau

negatif dart kegiatan sebelum,
saat dan setelah  kegiatan

penambangan, sclaligus disertad
pengendalian yang ketat;

h. pemanfaatan labhan bekas
tambang yang merupakan lahan
margmal untuk pengembangan
komoditas lahan dan memiliki
nilat ekonomi seperti tanaman |
jarak pagar dan tanaman nilam;
dan

1. Pengaturan bangunan lain
cdisekitar instalasi dan peralatan
keglatan  pertambangan  yang
berpotenst menimbulkan bahaya
dengan memperhatikan
kepentngan daerah. 1

Ketentuian amum  peraturan zonasi ‘

untuk kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

il 1, CISUISUIL

memperhatikan:

dcliga }
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a

o

disusun dengan memperharikan
. peruntukan

. kawasan

(S

=-

| h.

RUMUSAN RAPERDA

kawasan
tintuls
ketentuan

perniukiman
cdhalthfungsikan
peraturan

ciperkenanlian
sesUal dengan

perundang-undangan vang berlakoug

 pada kawasan permukiman diperkenankan

adanva sarana dan prasarana pendukung

fasilitas  permukiman  sesuai dengan
petunjuk teknis dan peraturan yang
berlaku,;

dalam kawasan permukiman masih

diperkenankan dibangun prasarana wilavah
sesual dengan ketentuan peraturan yang
herlaku;

dilengkapi
Ruang

permukiman  harus
dengan  fasilitas  sosial  termasuk
Terbuka Hijau (RTH) perkotaan:
dalam kawasan permukiman masih
diperkenankan adanya kegiatan industri
slaly mumah tangea fasilitas  sosial
AAAAAA lainnya dengan skala pelavanan
lingkungan;

kawasan permukiman tidak diperkenankan

dan

dibangun cli dalam kawasan
lindung/konscrvast dan lahan  pertanian

dengan irigasi teknis;

datam kawasan permukiman
diperkenankan  dikembangkan
vang menggangeu fungst permukiman dan
kelanesungan kehidupan sosial
masyaralkat.

tidals

permukiman
Ketentuan
bicdang

pengembangan kawasan

chliakakan SEeSLL
peraturan . yang berlalku

perumeathan dan permukiman:cdan

hars
ch

lcegiatan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

untuk
produktifitas
lingkungan

meningkatkan
dan kelestarian
pengembangan

kawasan industri harus
memperhatikan aspek ekologis;
lokasi  kawasan industri  tidak
diperkenankan berbatasan
langsung dengan kawasan
permukiman;

pada kawasan industri
diperkenankan adanya

permukiman penunjang kegiatan
industri yang dibangun sesual
ketentuan  perundang-undangan
yang berlaku;

pada  kawasan 1ndustri  masih
diperkenankan  adanva  sarana

dan prasarana wilayah sesuai
dengan ketentuan yang berlakuy;

pengembangan kKawasan mdustri
harus dilengkapi dengan jalur
hijau (greenbell) sebagai

penyangga antar [ungsi kawasan,
dan sarana pengolahan limbah.

pengembangan  zona  industrt
yang terletak pada sepanjang

jalan arteri atau kolektor harus
dilengkapt dengan  frontage road
untuk kelancaran aksesibilitas;
kegiatan mdustri harus
denoan upava
pengelolaan lingkungan cdan
upava  pemantauan  hHngkungan
serta dilakulan stacdt AMDAL

setiap
dilengkapi

[(8) Kelentuan _umum perafuran  zonasi

S .
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1. pemba neUman hunian dan kegiatan lamnya

|
\
“ untulk kawasan peruntular
i kawasan permukiman harus scsuai\ pariwisata  scbagaimana  dimaksud |
| denean  peraturan teknis  don peratm'zml pada avat (1) huruf g, dISUSLII]‘
‘ | lainnva vang berlakua. ‘ dengan memperhatikan:

‘(l() Ketentuan  anmum peraturan zonas untuk‘ a. pemanfaatan potenst alam ddl]/
kawasan  peruntukan  lainnyva  sebagaimana budava masyarakal sesual dava
dimaksud pada avat (1) huruf 1, disusun dukung dan daya tampung
dengan memperhatikan: lingkungan;

a. Ketentuan umum peraturan zonast pada b. perlindungan  terhadap  situs
kawasan RTH meliputi : peninggalan kebudayaan masa

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik | lampau; dan
‘ yaitu taman kota, taman pemakaman c. pembatasan pendirian bangunan
\ umum, dan jalur hijau sepanjang hanva untuk menunjang kegiatan
“ jalan, sungai, dan pantai, dengan pariwisata.
} proporsi paling sedikit 20% (dua puluh | (9)  Ketentuan umum peraturan zonasl
\

untuk kawasan peruntukan

permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hural b, disusun

dengan memperhatikan:

a. peruntukan kawasan permukiman l

diperkenankan untulk |
|

perseny;

Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat

valtu kebun atau halaman

rumah/gedung  milik  masyarakat/
asta yang  ditananu fambuhan.

dengan proporsi 10% (sepuluh persen);

)

dialihfungsikan  sesuair  dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan vang berlakuy;

b. pada kawasan permukiman
diperkenankan adanva sarana dan
prasarana  pendukung  fasilitas |
permukiman sesuail dengan
petunjuk  teknmis  dan peraturan
vang berlaku; ~

c. dalam kawasan pernukiman

masth - diperkenankan  dibangun

prasarana wilavali sesuai dengan“

|
|

1

§

|

dan

} 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH
' Perkotaan  sebagaimana  dimaksud
‘ pada buruf a dan b diatur dalam
‘ Rencana Detail Tata Ruang.

‘ b. Ketentuan umum peraturan zonast pada
l kawasan  pertahanan dan keamanan
|

|

|

|

|

{

\

|

i

meliputi :

1. Diperkenankan adanya sarana dan
prasarana pendukung fasilitas
peruntukan  tersebut sesual dengan
petinuk telinis dan peraturan vang
berlaku; dan ketentuan peraturan yang bei b, |
Mengendalikan kawasan budidava | dkawasan permukiman  harus {

e
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pada sekitar kawasan pertahanan dan
‘ s keamanan.

(10)
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7

h.

dilengkapt dengan fasilitas sosial |

rermasule Ruang  Terbuka Hpau
(RTH) perkotaan;

o dalam kawasan permukiman

masih  diperkenankan  adanva
kegiatan industri  skala rumah
tangga dan fasilitas sosial ekonomi
laimnya dengan skala pelayanan
lingkungan;

kawasan permukiman tidak
diperkenankan dibangun di dalam
kawasan hindung/konservasi dan
lahan pertanian  dengan 1rigasi
teknis;

dalam kawasan permukiman tidak
diperkenankan dikembangkan
kegiatan vang mengganggu fungsi
permukiman  dan  kelangsungan
kehidupan sosial masyarakat.
pengembangan kawasan
permukiman  harus  dilakukan
sesual ketentuan peraturan yang
berlaku di bidang perumahan dan
permukiman;dan

pembangunan hunian dan
kegiatan lamnya di kawasan
permukiman harus sesuai dengan
peraturan  teknis  dan  peraturan
lainya yang berlaku.

Ketentuan umuim peraturan zonasi
untuk kawasan peruntukan lainnva
sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf i disusun denvan

e pernatiKan:

K(’lE‘IjLUiN unium p(‘]‘atlll‘z'!ly l
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dan  jalur hpgau  sepanjang
jalan,  sungai, dan pantal,

b. Ketentuan umum peraturanl
zonasl pada kawasan pertahanan
dan keamanan meliput :

1.

N

ZONASI pad kawasan  RTH

| 7 RUi‘;'Uis‘f;N PENYEMPURNAAN 11
|

J meliputn ,!
|

|

Ruang Terbuka Hyau (RTH) |
pubhk vaitu  taman kota, l
taman - pemakaman  umum,

dengan proporsi paling sedikit
20% (dua puluh persen);

Ruang Terbuka Hijau (RTH)
privat  yaitu kebun  atau
halaman rumah/gedung milk
masyarakat/ swasta yang
ditanami tumbuhan, dengan
Proporsi 10% (sepuluh

perseny; dan |
. Ketentuan lebih lanjut

mengenal - RTH - Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatur dalam
Rencana Detall Tata Ruang.

Diperkenankan adanya
sarana dan prasarana
pendukung fasilitas
peruntukan  tersebul sesuai
dengan petunjuk  teknis dan

peraturan yang berlaku; dan [
Mengendahkan kkawasan ,

budidava pacla sekitar
kawasan  pertabanan  dan

(810
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Pasal 60
Tizinan  terkait pemanfaatan
vang ada dr Kabupaten Mesuji sebagannana
dalam pasal 46 ayar (2) huraf

Jenms ruang

vang dimalosucd

b, terdir: atas:

a. 1zln prinsip;

b. zin lokasi;

c. 1zin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan;

e. izm-alih-fungst; dan

f. 1zin lamnnya.

Mekamtsme—perizinan—sebagatmana—eimaksud
pada—avat{ H—drarul—a-e-diatur—lebihlanjut
denean Peratiran Pacrah-kabupatenMesugit.

Paragraf-1
Izin-Prinsip
Pasal-61
lzin prinsip cobacaimana dimaksud—dadanrPasal
60—avat—H—huwruf—a —adadadr—persetujuan
pendahuluan vane—diberikankepada—orang—atau
badan—hukum—untuk menanamkan medal atau
mengembanekan—kegtan—atau—pembanganan—dt
wilayah—laabupaten;—vangsesuai—densan—orahan

kebijakan-dan alekasipenataan-ruang wilayaly

23—tz ——prnsip—dipakai——sebagai——kelenskapan

peesyaralan—ekiis—permohenanizinlannava-—yaiu
ir-lokast azm-—pensounaan pemantaatan tanaly,
1A eI P D AN S - At i - sdniavas

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan

ditetapkan dengan Perattan Daerah Kabupaten

Meswi. I
Paragraflg
izin Lokasi

Pasal 62

| 7 ) Hlandokasisebagarmana disaksud—dadam Pasal 60

(1).

RUMUSAN PENYEMPURNAAN 1[

Pasal 60
Jenis perizinan terkait pemantfaatan
ruang vang ada di Kabupaten Mesuji
scbagamana vang dimaksnd dalam
pasal 46 ayat (2) huruf b, terdurt atas:

a. 1z prinsip;

b. izin lokasti,

c. izin  penggunaan pemanfaatan
tanah;

. 1zin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. |

Penertiban izin sebagaimana )

dimaksud pada avat (1) berpcdoman |

kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

|
- ——— -
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KETERANGAN

Pasal
cdiscmpurnaken.

' Pasal 61 aarnpdl

dengan Pasal 66
dihiangkan. karena
sudah diakomodir
dalain Pasal 60 ay at
(2

=~

()(

e e

l
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RUMUSAN RAPERDA

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

aval —Hidnaf-badalah-gim-vang dibertvantepada
orae—atan—Dbadan—hubmn- -untuk - mesnpereleh
itahf peprndahmr nik—akas {anah/fpengaunadan
tonah —vane-diperlukan dalanr ranelee ponenanian

J
|
|
i
[
1
modal
(2 - Hokast—diberkamr—denrgan —letentuan —sehagai
' bewaut:

anrtulcJuast {satu )l hektar sampar-25-{duapulah
linalhektar—diberilcanjin-selanra—t{satw)-tahun:
bantuk—laas—lebibh—dari—25— (dus—pulah—hma}
heltarsampai—dengan - 50 {lina—puluh)—hektar
chberikan-ipp-selamna2-{dua) 1ahun-dab
countuk—luas—lebih —dar - 50— (ma — puluh)
hektardiberkanijin-selama-3- (tigal-tahumn
3} Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokast akan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

o Meswio
Paragraf3 [ .
I1zin-Penggunaan-Pemanfaatan-Tanah
Pasal 63

]
!
{
|
)
{ Hy 1z Pengounasn—Remanplaatan—Fanah—(1RPPT
schagarmana-dimaksud-dalam-Pasal- 60-avat{H

huruf—e—adalah —izin—vane-—dibertkan—kepada
persusaha—untuk-kegiatan pemanfaatan-ruang
dengan-Kriteria-batasantaa san-tanah-tebih-dast

5-000-tHma-ribul-meterpersest
{2 Ketentuan  Iebih  lanjut mengenal wzin
penggunaan pemanfaatan tanah akan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
.| _ KebupatenMesuwji. o}
Paragraf 4 e
Izin Mendirikan Bangunan
‘ Pasal o4
f i I R mendiridian —— -bapeiitan-- —- aedung
/ sehigatiana himaksud dalam Pasab oo avact b ,
| huvnd - adalah—izin—vane - diberikan kepada |
|

pemibik-banguns  ecdung- itk membangun | o
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No.

bt —m«)ﬂuabah — mempe HH&'-r menguranga,
dandad—meraaa {—«ab(mgtmdn—gedﬂﬁg— “SeSHM

dengan——porsyarodan— — admnystratd ——dan
porsyaratan tekits:
{24 Ketentuan lebih famjut mengenai 121 |

mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan 1
| Peraturan Daecrah Kabupaten Mesuji.
N Paragraf-S
Izin -Alih Fungsi-Lahan
Pasal 65

H-hinalth—fungsi-lahan—sebagaimana—dimaksud
dalam Pasab60-avat Hnwrd cadalah-ijinyane
dibertdaan—kepada —erang atavw—badan—huwlkwm
antuk-mengubah-perantukandahan-dari-funesi
lndune ke budidava, —atau —dart budidaya non
terha peatime iadr-budidava werbangun.

(H-Hm —ahh—fanegst lahan diperlukan—padaolkast
vans-behw—memiilkireneana—taberuang—rinct
dan—perataran-—zonasi—dan--didakukan-sebelum
abat bersamaan dengan prosesapimdokast:

) Ketentuan  lebih  lanjut mengenat  izin  alih
fungsi lahan akan ditetapkan dengan Peraturan 1

| Dacrah Kabupaten Mesuj.

- Paragraf 6

Izin Lainnya
Pasal-66

HHeamm—ampya——terkat —pemantaatan —ruang
sebaganmana~<hmaksud-dalam-Pasal-60-avat{h J
hurual — - adalals —keentaan——igir—usaha |
pertambanean, — — perkebunan; ———pariwisata;

S -

|

mrchistrl— perdacan gan —dan— pengembanvan
sektoral-—lainnyis - vane —disvaratkan— -sesHai |

i‘ | oAt praheriacd rans ] ‘[

L | L(QH%m;ae?mam faatan-ruang-yanpetelah-dikehmrkan L |

1 R

dan 4elah -sesuet denean Retentuan—poerataran




—

No.

Insentif dan
Csinsentl

[; [
I
|
|
|

MATERI RAPERDA

T

RUMUSAN RAPERDA

r RUMUSAN PENYEMPURNAAN

dacrah—nl letap-berlaky- sesuar dengan- masa
berlaleaya.

(3) I2tn pemanfaatan-rane yanetclah dikelwarkan
dan—idak-sesumi—dersan-teelciiluan- peratdran
daerah ni-beslaku-dengan-ketentaan:

a—thrtak———vane——belum- —difaksanakan
pembangunannya—— k2 ———tersebul

chsesuatkan——-dengan—hanest —kawasan
berdasarkan peraturan dacrah ing

b untuk Ae— teladr - dilalsanakan
pembangunannya, —pomanfaatan—ruang
ctlaladkiny samparizm-terkan Jaabis masa
berlaltunra—dan—dilalenkan  petrvesuainn
depgan—{unegsi— kawasan— -berdasarkan

peraturan-daecrab-ini;-dan
e—uptiik— - yang —-sudab— —dilaksanakan

pembapetinannva—dan  Hdak—nunekin
wrtele —dilakikan— pepvesuatan——dengan
bangst—kawasan—berduasarkan—peraturan ‘
daerabaniazin vanetelab-diterbithan-dapat |
dibatatkan dan terhadap keragion—vang
umbul  schagai— akibat— pembatalan- izin \
tersebut—dapat—dibertkan—penggant—vang
layals

I

(H-pemanfaatan-ruang yang-zinnva-sudah-habis
dan—tidalk—sesuat-dengan—perariran—daeraliini
diledkukan—penyesuatanberdasarkan—peraturan
daerah-ink

5} ketentuan  lebith lanjut mengenar 1zin usaha
pengembangan  sektoral akan  ditetapkan

64

KETERAN GAN ‘

dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuaj, -
| Pasal 68 Pasal 68
(T} Insenuf sebagaimana dimaksud dalim Pasal 67 ] (1) Insenuf sebagaimana dimaksud dalam

‘ ayat (2) merupakan  perangkal  ataua upaya | Pasal 61 aval () lH(’ILl});]K{:Jll‘
! unituls memberilan 1 halon l(‘rhac’l;apL perangkat atau upaya untuk |

Pasal 68 ayat ()|
huruf A

disempuinakan. ‘
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RUMUSAN RAPERDA

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

No. | MATERI RAPERDA | /EMPUR | KETE

KETERANGAN

pelaksanaan  kegintan  vang  sejalan
rencana tata ruang wilavah, berupa.

AL kermmoanan pagals ataa retribust, pembenan

dengan

fompensast, subsidi stlang, nnbalan, sewa

ruane, dan penvertaan modal; a. keringanan  pajak  atau  retribus,
b, pembangunan atau penyediaan mfrastrukiur pemberian kompensasi,  subsid
pendukung; silang, 1mbalan, sewa ruang, dan
c. kemudahan proscedur perizinan; serta penyertaan modal;
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, b. pembangunan atau  penyediaan

swasta dan/atau unsur pemerintah.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal c. kemudahan  prosedur  perizinan;
67 ayat (3) merupakan perangkat untuk scrta
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau d. pemberian  penghargaan kepada
mengurangi kegiatan yang tidak scjalan dengan masvalakat, swasla dan/atau
rencana tata ruang wilavah, berupa: unsur pemerintah.
a. pengenaan pajake ataw retribusi vang tingei, | (2) Disinsentif  sebagaimana  dimaksud

‘
|
|
l
|

terhadap
scjatan

memberikan imbalan
pelaksinaan kegiatan  vang
dengnn rencana (ata ruang wilavah,

bherupa:

infrastruktur pendukung;

|
disesuaikan  dengan besarnya biaya  yang | dalam Pasal 67 ayat (3) merupakz—m/
dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang‘ perangkat untuk mencegah, |
ditimbulkan akibat pemantaatan ruang; 1 membatast pertumbuhan, ataun
| b. pembatasan penyediaani infrastruktur, menovranet  Kegiatan  yang  tidak
pengenaan kompensasi, dan penalti; serta | sclalan dengan rencana tata ruang
C. pembatasan administrasi pertanahan. wilayah. berupa:

(3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud a. pengenaan retribusi yang tinggi,
pada ayat (1) dan avat (2) diberikan oleh disesualkan dengan besarnya biaya
pemermtah dacrah kepada masyarakat sceara vang dibutuhkan untuk mengatasi
perorangan  maupun  kelomipok  dan badan‘ dampak yang ditimbulkan akibat
hukum atau perusahaan swasta, serta unsur% pemanfaatan ruang;
pemermtah di daerah. / b, pembatasan penyediaan

(4) Ketentuan lebih fanput mengenar bentuk dan | infrastrulkiur, pengenaan
tata cara pemberian insentif dan disinsentif | kompensasi, dan penalti; serta
diatur denegan Peraturan Dacrah Kabupaten | . pembatasan administrasi
Mesugr. | pertanahan.

;(3) Insenuf dan disinsentil sebagainiana

/ | cimaksud pada ayat (1) dan ayar (2

I A N 4’,,\ I Q. diberileen oleh  pewerintah dacrab |
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RUMUSAN RAPERDA

kepada masyarakat sccara perorangan ‘
maupun kelompols dan badan hukum |
atau perusahaan swasta. serta unsur |
pemerintah di dacrah.

(4) Ketentuan  lebih  lanjut mengenat
bentuk dan  tata  cara  pemberian
msentif dan disinsenuf diatur dengan

o - S Peraturan Daerah Kabupaten Mesupn. +
Pasal 70 Pasal 70 Pasal 70
(1) ZFerhadap—pclangearan —sebagaimana—yane | Sanksi administrasi sebagaimana | disempurnakan

chinraksud—dalam Pasal -69—ayat {5} -huwrufa; | dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berupa:
huarud -b—huraf -e~huraf -d,—-huraf-e, - huwruf o, | a. peringatan tertulis;

dan—huraf—g—dikenakan sanksi administrasi | b. penghentian sementara kegiatan,

berupa : c. penghentian  sementara  pelayanan

a. peringatan tertulis; umurm;

b. penghentian sementara kegiatan; d. penutupan lokasi;

c. penghentian sementara pelavanan umum; | . pencabutan izing

d. penutupan lokasi; f. pembatalan izin dan pembongkaran
l c. pencabutan ijin; bangunan; |

f. pembatalan ijin; g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

. pembongkaran bangunan; h. sanksi denda administratif.

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

1. denda administratif.

| 2—Terhadap —pelangearan  -sebagaimana —yang
- dimaksud—dalam- Pasal-69 —ayat—{2) huruf—e
dikenakan-sanksi-admipvstrasi-berupa—
a--pormpgatan-lertulis;

I b —pengheptian-sementarakestat ans

\ er—penshentian-senteptarapolayransh Bhum:
- -penutupan-okast:

. —pembonekaran banusunan:

; f—pemubhanfunesiraange—dan fatau

: o ~lendaadmimstranf | |
N N N DO R S
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RUMUSAN RAPERDA
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RUMUSAN PENYEMPURNAAN

KETERAN GAN

Pasal .... Penambahan Pasal
adnmimistrast  berupas pertngatan
cebacamana  dimaksad  dalam
Pasal 70 hruaf acdiberikan apabila . dari Pasal 70 ’
pembangunan  tdak  sesuai !
dengan iz yvang diminta sebelumya: ’

Sonks baru vang mengatur

tertulis tentang penjabaran |

a  rencana

b, rencana pembanguan beham
mendapatkan 1zin  dari  Pemerintah

Kabupaten.

Pasal .....
Sankst administrasi berupa penghentian

sementara kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 70 huruf b

diberikan apabila:

a. rencana  pembangunan tetap belum
mendapatkan 1zin sementara

pembangunan telah ditakukan;

dalam Pasal 70

yembanounan
=

huruf ¢ diberikan

apabila kondist pembangunan tidak

sesual dengan  izin yang  diminta
sepert intensitas bangunan,
kegintan  vang  duzinkan, kegiatan

Mengeangll

b. pembangunan  tidak sesual  dengan
ketentuarn;
c. keglatan pembanguan vl
menimbulkan dampak terhadap
lingkungan sekitar. 7 o
Pasal .... ]
(1) Sanksi administrasi berupa
penghentian  sementara  pelayanan
umum schagaimana dimaksud

hinekungan  selkitar.  menimbulkan
dampalk negatit terhadap lingkungan
) seliatar.
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MATERI RAPERDA RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
- - S - 7777(7277Ii;gbcrhenﬂan ~ sementara o
pelayanan umuim schagaimana

dimaksud  pada  ayat (1) berupa

pemberhentian lavanan dan fasilitas

seperti histrik, telepon, air bersih

dan sejenisya. 7

Pasal .....

(1) Sanksi administrasi berupa Penutupan
lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf d diberikan apabila:

a. pembangunan tidak disertal 1zin
mendirikan bangunan;

b. penggunaan lahan tidak sesuai
dengan izin yang diberikan;

c. pembanguan menimbulkan
masalah hngkungan.

(2) Sanlesi penutupan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  dilakukan
atau berlalku setelah penerapan sanksi
tertulis, sanksit penghentian kegiatan

] dan sanksi pemberhentian scmentara

tidak dilakukan tidak lanjut olch

pemilik atau pelaku pembangunan.
Pasal .....

Sankst administrasi berupa pencabutan

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70 huruf e diberikan apabila:

a. rencana dan pelaksaaan
pembangunan tdak sesuar dengan
rencana serta sudah disclesalkannya
pembangunannya;

b. Pelangaran  ketentuan  teknis  dan

| pengounaan lahan vangtelah |

dretapkan dalam periziian yang telai

diterbitkan; . o




e pemiudihan 0 fungsi ruang

(J(J

- S T : ;
J MATERI RAPERDA RUNMUSAN RAPERDA

<\v. terjadl ketidak sesuailan k(pcm ikan
| \ lahan;
i d. terjachh permasatahan dalam proses
polaksanaan  pembangunan  seperti
terjadinya  permasalahan bangunan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN i KETERAN GAN
|
?

| .

| menimbulkan kecelakaan pada
\ masyarakat sckitarnya; dan

\ e. penggunaan lahan tidak sesuai dengan

izin dan menimbulkan masalah seperti

masalah sosial, kerusakan

lingkungan, rusaknya tatanan sosial \

N R R _dan kerusakan sejenis.
ﬁ Pasal .....

(1) Sanksi administrast berupa J
\ pembatalan izin dan pembongkaran ‘
| bangunan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 70 huruf f hampir sccara
! bersamaan. [
) Pembatalan 1zin dan pembongkaran‘
bangunan  sebagaimana  dimalksud
pada ayat (1) dilaksanakan setclah
pengenaan. sankst  tertulis, sanksi
l pemberhentian  sementara kegiatan,
penghentian pclqvanan umum dan
penutupan lokasi telah dilakukan dan
LL lah diberikan batas waktu yang telah
ditentukan untuk melakukan
perbaikan namun tidak dilaksanalkan.
[3) Sankst  pembatalan  izin  diterapkan
dengan  lampiran pemberitahuan
Jangka waktu pelaksanaan
pembongkaran.

|
l
|
x
]

S

(1) Sanks admimistrasi berupa L
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No. j\ MAT ERI RAPERDA L RUMUSAN RAPERDA RUMUSAN PENYEMPURNAAN ) KETERANGAN
| | J
\

Se haganndnd dimaksud dalam Pasal
7O hurut ¢ dibertkan apabile

J a4, kegiatan pembangunan  merusak

| fungst  hndung dan  kelestarian ‘ ‘

“ alam vang, ada sepertil |

| pembangunan i daerah ‘
} sempadan  sungai,  sempadan \
‘ pantai, kawasan konservasi,

\ Kawasan Rencana Tata Hjau dan !
\ Pencemaran pada saluran :
‘ drainase maupun sungat; |
b. kegiatan menimbulkan j

1 permasalahan limbah bagi i
\ masyarakat sckitar. .
(2) Pemulihan fungsi ruang dibebankan |
kepada  pelaksana  pembangunan

* dengan kewajiban memperhbaiki dan |
‘ memulihkan lingkungan vang \
_ mengalami kerusakan. — J

|

i Pasal ...
| (1) Sanksi administrast berupa sanksi ‘
, denda  administrast  scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 huruf h

diberikan  apabila  kondist  1zin ‘
‘ pecmbangunan maupun vang tdak ‘
| memiliki 1zin melakukan kesalahan 5
w penggunaan lahan dikenakan denda |
\ admimistrasi. ‘
\ (2) Sanksi denda adnunistrasi ‘
\ sebagaimana dimaksud pada avat (1)

j\ herupa pembavaran,

|

Pasal 71 dan | Pasal
72

L \ Pasal 71 -
}( * CSetiap orano vano melakukan  pelanggaran |
L

| dihllangkan |
} terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan | |
| 1 |

. l |
~dapat dilkenaken sanksi pidana sesuai dengan | ﬁ'



No. I MATERI RAPERDA

RUMUSAN RAPERDA

-

21 ?{E}E, Kewaj 1@1],

Peran Masyarakat,
Serta Kelembagaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

sattks-—admirstratl —sebagamana
datamPasal 69-ayatA3)-hurrdba-dapat dileenalan-sceasra
tersendiri—atau—bersama-sama - dengan—pengenaan
sankst—administratif—dan—besarannyva —ditetapkan—oleh

Sanksi-Administratifl
Pasal-72

vttt ——dimaksud

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

!

KETERANGAN |

masing—masmg-pemerirtah-daerah kabupaten:

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap oerang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 75

wafih:

a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya

b.

vang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang  sesual
pemanfaatan ruang vang diperolehs
mematuhi  ketentuan
persyaratan ijim pemanfaatan ruang; dan

dengan

metnberikan akses terhadap kv asan yaung uleli

ketentuan  peraturan
chnyatakan sebagar milik umum.

vang ditctaplkan dalam

o R =l g oy ey v
pciundang-undangan

1jin

Baéian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal ...

Dalam penataan ruang wilayah, setiap
masyarakal mempunyai kewajiban:
a. menaati RTRW  Kabupaten  dan

penjabarannya vang telah ditetapkan;
mcemanfaatkan ruang sesual dengan
ijin pemanfaatan ruang vang diperoleh;
mematuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam persvaratan ijin  pemanfaatan
s Jdan

erikan o terha
yang oleh  ketentuan
perundang-undangan
sebagai milik umum.

.

1: e

LD f]

dap kawasan

peraturan
dinyatakan

d. p

|

Pasal 75
disecmpurnakan dan
urutan pasal
menyesuaikan

Pasal ....

Kewajiban masvarakat dalam penataan
ruang  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 75 dilaksanakan dengan mematuhi
dan menerapkan  kriteria, kaidah dan
baku mutu sesual dengan nilai kebenaran
ilmiah perundang-
undanean vang berlaka,

serta peraturan

Bagian Kzrtiga
Peran Masyarakat
‘Pasal 77

Bagian Ketiga
{ Peran Masyarakat
Pasal ...

Penambahan Pasal
baru urutan pasal
selanjutinya
menyesuaikan

| disempuinakan,

urutan pasal %




|
\
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MATERI RAPERDA

I |r\ﬂ11\f\Y‘| l

Penyidikan

o

RUMUSAN RAPERDA

(1)

Peran llld‘w\dld]\dl dulam pmuu han ruang di dacrah
difalaulon antara lam meladul ¢

a.  partisipasi dalam penvuasunan rencana tata
rHang:
b, partsipast dadam pemanfaatan raang; dan

. partisipast dalam pengendahan pemanfaatan
ruang.

2 Bentuk-permmasyarakat-datlam-—perencanaan lata
raang—sebagamana—yvang—dimalssud-pada—ayat-
buretaberupa:
a—mashikan nensenat

+—persiapan-penyusunan repcana-tata ruang:

2 —penentuan—arah—pengembangan—wilayah
atan-lkkawasan:

S—pengidentifikasian potensi—dan—niasalah
pembansuitan—wilayali-atau-kawasar:
pertungsan konsepst—+encana—tata—ruang:
e fatau

S —penetapan1eeana-taba i g

b—lkerjasama—pe i crintaly—daerah-
danfatat—sesania - -—aisar - nasyarakat—dalaun

P el adtraaat tate ruang.

Pasal 80
Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran
masvarakal dalam penataan ruang didaerah—dilaloukan |
sestrai-enean peraturam perundang-undangan.

|
|
|
|
|
i

Pasal 82

[ Retosuan

-
.

prdonas o terhadep poelangearan

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

(1) Peran masyarakat daliun perc ‘taan ru m~
i doerah dilakukan antara laan melatu -
A, partisipasi dalam penyusunan
rencana tata ruang:
b.  partisipast dalam penianfaatan ruang;
dan
c. partisipasi dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam proses
penyusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a,

a.

b.

d

Tata cara dan ketentuan lebih

peran

berpedoman
perundme-undangan yange berlaku.

meliputi :
memberi masukan dalam penentuan
arah pengembangan wilayah:;
mengidentifikast berbagai potensi dan
masalah  pembangunan  terinasuk
bantuan dalam memperjelas hak atas
ruang wilayah dan pelaksanaan tata
ruany kawasai:

membantu merumuskan perence
tata ruang wilayah;

imformasi.
atau pendapat

nadarn

member
pertimbangan

sarail,
dalam

menyusun strategt  dan  struktur
pemanfaatan ruang wilayah;
mengajukan keberatan terhadap
rancangaua  rencana  tata  ruang
wilayah;

bekerjasama  dalam  penehtian dan

pengembangan tata ruang wilayah, |

Pasal ...
lanjut tentang
dalam  penataan

ketentuan peraduran

masvarakat
pada

ruang

BAB IX
PENYIDIKAN
~ Pasal .

o>

7?

KETERAN GAN

selanjuinva

I menvesuakan
|

1. Pasal 80
disempurnakan,

2. Urutan Pasal

disempurnakan |

| 1. Pasal 7_"

i disempurnakan. |

L2 Urutan  Pasaly
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Hii/TW - - };;171&1%7[;4111;@1?&:#(?#:1 ki sestai— deﬁgaﬂ (ﬂiSA(;Iam };]aibl\( - p(?ﬁyidik k(jpa;sian B 77(11?(;11]7];;171 akan

| ketentanrperatira - perimrdangs-uadanson. negara Repubhik Indonesia, pegawal

i
negert  sipil tertentu dilingkungan
pemerimtah dacrah vang linglaup tugas
‘ dan tanggung jawabnya di bidang

‘ | ‘ penataan ruang  dibert wewenang,

khusus  sebagar  penyidik  untuk

‘ membantu pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara \
Pidana. \

(2) Penyidik pegawal negeri sipil \
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemceriksaan  atas
kebenaran laporan atau
| kKetcrangan yang berkenaan
’_ dengan tindak pidana dalam
hidane penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap

\ tindak pidana dalam bidang
‘ penataan ruang;

l bukti dart  orang schubungan
dengan peristiwa  tindak pidana
l ‘ | dalam bidang penataan ruang;

‘ d. melakukan penmeriksaan atas
| dokumen-dokumen yang
\ | berkenaan dengan tindak pidana
|

I

|
|
|
|
corang  vang diduga melakukan

datam bidang penataan ruang;
| ! | e melakukan pemeriksaan di tempat }
} \ ‘ | fertentu yvang  diduga  terdapat ‘
‘ '

L‘,ﬁiuﬁ?L%\\ﬁwvﬁuiifﬁ\_EW_JiiiwﬂﬂWN@J@Mi@mﬁﬁ,wﬁ %
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e -~ ‘ R B -

i serta  melakukan pt—‘nyilaan dan ‘
penveeelan  terhadap bahan  dan |
barang hasil  pelangearan  yvang
dapat  dijadikan  bukti  dalam
perkara  tindale  pidana  dalam
bidang penataan ruang; dan

f. memimta  bantuan  tenaga  ahli
dalam rangka pclaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya

penyidikan  kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Apabila  pelaksanaan  kewenangan
scbagaimana dimalksud pada ayat (2) :
memerlukan  tindakan  penangkapan
dan penahanan, penyidik  pegawai
i negert  sipil melakukann koordinasi
| dengan pejabat penyidik kepolisian
| negara Republik  Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan
‘ perundangundangan.
\ (5) Penyidik pegawai negeri sipil
\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1 menyampaikan hasil penyidikan
] ‘ ( kepada  penuntut  wumum  melalui
\
!
\

pejabat  penyidik  kepolisian ncgara\
Republik Indonesia. \

(6) Pengangkatan pejiahat penvidik
pegawal negeri sipil dan tata cara

‘ serta proses penvidikan dilaksanakan
| sestial dengan  Ketentuan  peratuials |
e rundangundangan. ‘
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03 lKetentuan Pidana
|
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| ‘
|
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24 I\ctcnumn Peralihan
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RUMUSAN RAPERDA

Pasal 83
ke —pegavetl= negeri— sipil

}u'wllﬁ‘ﬁ%:&&\afzmHg: ~lan— mekadsne —Hndakan— yange

akokan - = =
tekulan = = =

wesnalk = - - dengen - - = = peralusen

pﬁtuﬁdaﬁga nelansans

Pasal 86

(H—DPengan—berlakunya—Peratuvan—Daeralh—imi;
maka-——semua—peraturanr—pelaksanaan- yang
berkaitan—dengan—penataan-—ruang—Paerah —yang
telah—ada—dinyatakan -berlaku-sepanjane - —tidak
bertentansan——dengan —daxr—belam——digant
berdasarknn Peraturan Daeralh-nd:

a.

Dengan berlakunya Peraturan Daeraly i, malca:

171N pemanfaatan raang yang telah
dikeluarkan  dan  telah  sesual dengan
ketentuan Peraturan Dacrah  1mn tetap

berlalku sesual dengan masa berlakunya;

1Zin pemanfaatan raang yang telah
dikeluarkan tetapi tudak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Dacrali i1 berlaku
ketentuan:

1. untuk yvang belum dilaksanakan

penthangunannya. ijin tersebut disesuaikan

dengan fungsi kawasan  berdasarkan -
Peraturan Dacrah int;

2. untuls yang sudah dilaksanalcan
pembangunannye. pemanfaatan ruang
dilvknkan sampar gin terkanr habis masa
berlakunya  dan dilakulkan penyesuaian

dengan finest kawasan berdasarkan
Perant oo $rac cad i ddon
3. untuls yvang sudah dilaksanalan

pembangunannya dan tidak memunglkimkan

perundang-undangan yang berlaku.

f
|

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal ...
Scethap orang dan/atau Kkeorporast  vang,
melalukan kegiatan atau perbuatan vang,
tidak  sesual atau bertentangan ataw

melangear ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Duaerah 11, dikenakan
pidana sesuar dengan ketentuan peraturan

sanksi

Pasal ...

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah

malka:

izin  pemanfaatan

dikelnarkan dan

ketentuan  Peraturan
berlaliu sesuai
berlakunya;

17m - pemanfaatan

dikeluarkan tetapt

ketentian Peraturan Daerah ni
letentiwan.

1. wituk  yang  belum
pembangunannya, jin tersebut
disesuaitkan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk sudah  dilaksanakan
pembangunannya, pemanfaatan
ruang dilakukan  sampat g terkart
habis masa berlakunva dan
dilakukan penvesuaian dengan {ungsi
kawasan berdasarkan Peraturan
Dacrah int: dan

i,

telah
dengan
mnt tetap
masa

a.

ruang yang
telahh  sesual
Daerah

dengan
ruang  yang  lelah
tidak sesuar dengan

bertaku

dilaksanakan

vango
J <

3. untuk  yvang  sudah  dilaksanakan |
pembaneunannya dan tidak
menmnoekinkan untuk dilakukan |

penyestadan  dengan fungs: kawasan

herdasarkan Peraturan Daeraly

KETERANGAN

Pasal 83
disempurnadan. ]
Urutan Pasal
disemnpurnalkan,

7
T
\
|
|
J
|
|
[
(
f
FP asal 86

disempurnakan dan r
urutan Pasal
selanjutnya }
menyesuaikan
\

1
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RUMUSAN RAPERDA

dengan

untuk  dilakukan  penvesuaian
fungsi berdasarlan
Deacrah vang  ftelah  diterbitlcan
dapat  dibatalkan  din terhadap kerugian
yang  timbul akibat  pembatalan
yin  tersebut dapat dibernikan penggantian
vang layak.
c. pemanfaatan ruang di Daerah  vang
diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah mi;

Lkawasan Peratiiran

ini.  ijin

sebaoa

d. pemanfaatan ruang vang sesual  dengan
ketentuan  Peraturan  Daerah  ini, agar
dipcereepat untuk  mendapatkan  ijin - vang

diperlukan.
3)—Peminjaran kembal-dan-penvempuriraan Reneana
Tata—Ruane—Wilayah—Kabupaten- Mesy--dapat
ehiblalean- mininral-5{lima) tahun-sekah
Pemanfataan ruang vang sah menurut rencana
tata  ruang sebelumnva  dibert masa  transisit

(H

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

diterbitkan  dapal

terhadap  kerugian

vang timbul schagal akibat
pembatalan 17in tersebur  dapat
diberilkan penggantian yang layak.

¢. pemanfaatan  ruang  di Daerah yang

iz yang telah
dibatdkan  dan

disclenggarakan tanpa  1zin  dan
bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Dacrah mi, akan ditertibkan

dan disesuailkan dengan Peraturan
Daerah inr:
d. pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini, dipercepatl untuk mendapatkan izin
yang diperlulan.

sclalna 5 (uga) tadiun wntul penycstaien. i

GUBERNUR LAMPUNG
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B—Pemmpanan-kembali dan -penvempurnaanReneana

RUMUSAN RAPERDA ‘

dengan

Peraturigg
diterbitkan
kerugion

fungsi  Lovwosan berdasiabam
Dacrahy
dapat
Vane

1jin

telah

dan e chadap

timbul $ alabat pembatalan
tersebut dapat cdibenkan penggantian
vang laval.

. pemanfaatan ruang di Daerahh  vang
diselenggarakan tanpa yin dan bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini;

M vano

ditealkom

sebagal

d. pemanfaatan ruang  vang  sesual dengan
ketentuan Peraturan Dacrah ini, asar |
cipercepat  untule mendapatkan  ijin - vang

diperiulkan.

Tate—Ruans—Wilaval-  Kabupaten—Mesuji—dapal
diladken k an—nannmma SHhmatabun-sekahs

Pemanfataan ruang vang salh menurut rencana
tata ruang  sebelumnva diberi masa  transisi

selama S (uga) tahiun antuk porny esualatt.

RUMUSAN PENYEMPURNAAN

d.

1zl vang
cilitallean

penthatalan
diberilian penggantian vang layvak
pemaniaatan
disclenggaralan
bertentangan
Peraturan Dacralh ini, akan ditertibkan
disesuaikan
Daerah ini;
pemanfaatan
ketentuan
i, dipereepat untuk mendapatkan 1zin
vang diperlulkan.
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KETERANGAN

telaly  diterbitkan  dapat

din terhiadap
timbul sebhagal
tersebit

lerueian
alkibat
i»1n it

ruang i Daerahh vang

tanpa izin dan
dengan ketentuan

dengan  Peraturan ‘

ruang  vang  scsuai ‘
Peraturan Daeraly

GUBERNUR LAMPUNG
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